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KATA PENGANTAR

Puji syukur di panjatkan pada Allah SWT yang dengan rahmat dan
ridho Nya, akhirnya naskah buku “Kualitas Lingkungan dan Pembangunan
Ekonomi: Sebuah Pendekatan Sosial Ekonomi “ selesai ditulis oleh Tim.
Buku ini memberikan gambaran secara komprehensif tentang lingkungan
dan indikator pembangunan. Konsep dasar yang sederhana dan cukup
memberikan pengetahuan dasar tentang topik yang di bahas, konsep dasar
yang dijelaskan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti
bahkan bagi mereka yang tidak punya latar belakang akademik ekonomi.

Buku ini merupakan didasarkan pada penelitian yang TIM lakukan
dengan Dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Sesual
dengan Kontrak Penelitian Nomor 024-13 /lppm-
Penelitian/Hatta/l V-2019.Dengan judul Model Evaluasi Kualitas
Lingkungan Dan Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana
KerusakanLingkungan Di Sumatera Barat

Data yang relevan dan up to date yang digunakan sebagai
jembatan untuk pembaca memahami konsep tidak hanya sebatas teori,
tetapi juga kondis riil . Dengan kajian yang didukung dengan data
diharapkan pemahaman teori berupa konsep-konsep yang telah dijelaskan
sebelumnya semakin  memperkaya pemahaman pembaca tentang
lingkungan dan pembangunan ekonomi .Fokus pada model dan kasus,
buku ini mencoba mengkaji model-model sederhana yang dapat digunakan
pembaca untuk menganalisa berbagai topik yang lingkungan dan indikator
ekonomi. Penulis mencoba mempresentasikan serangkaian model-model
relevan yang sederhana untuk isu-isu tertentu. Fokus pada perubahan
waktu, penulis telah berusaha unutk memberikan data terbaru dan beberapa
kasus yang relevan

Berangkat dari tujuan penulis untuk menyajikan buku teks yang
komprehensif dan cukup fleksibel bagi pengajar dan mahasiswa yang
memiliki keterbatasan dalam melengkapi literatur pada perkuliahan kajian
ekonomi dan lingkungan yang diharapkan bisa memberikan wawasan
dasar tentang konsep ekonomi dan lingkungan. Maka padabuku ini penulis
mencoba menyajikan konsep ekonomi lingkungan dalam sebuah skenario
pemahaman tentang apa dan bagaimana dampak pembangunan ekonomi
terhadap lingkungan dan resiko bencana dalam kaitan mencapai tujuan
pembangunan.

Buku ini jadi cukup menarik karena, tidak hanya mencoba
menyajikan setiap pokok bahasan dengan sebuah skenario yang utuh tapi
juga dalam penyajian perpokok bahasannya dilakukan sebagai sebuah
skenario yang dimulai dari permasalahan mendasar , berikut dilakukan



penekanan-penekanan pada topik-topik yang mempunyai hubungan
dengan masalah utama tersebut sebagai sebuah rangkaian yang utuh dan
berkesinambungan. Sehingga permasalahan dan polemik yang terjadi.
Sehingga setelah selesai membaca buku ini diharapkan bisa memberikan
sedikit gambaran tentang apa dan bagaimana kaitan ekonomi dan
lingkungan secaratidak kaku dan monoton.

Ucapan terimakasih,

Secara pribadi penulis mengucapkan terimakasih pada tim Riset
ketahanan bencana, atas bantuan , kerj keras dan kesabaran nya
: elvirawati, Kes Oktavia dan Muhammad Gunawan Azhar secara teknis
ikut serta membantu penulis menyelesaikan buku ini. Berikut kepada.
Terima kasih juga disampaikan pada RISTEK DIKTI yang telah
memberikan kesempatan untuk melakukn riset lingkungan sehingga
menambah bahan kajian buku ini. Penulis haturkan terimakasih pada para
penulis yang tulisannya menjadi acuan penulis dalam melengkapi bahan-
bahan buku ini.

Bukittinggi, 2019

Tim Penulis
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BAB |

KUALITASLINGKUNGAN DAN
PEMBANGUNAN EKONOMI

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan target pembangunan,
sehingga terkadang mengabaikan dampak negatif berupa kerusakan
lingkungan. Globalisasi cenderung menimbulkan eksploitasi sumber
daya berlebihan yang mengabaikan keberlanjutan Tasri dkk (2014).
Kerusakan lingkungan mengurangi produktivitas moda perkapita
sehingga nilai output yang dihasilkan akan turun akibat rusaknya
aset ekonomi. Masyarakat terkadang harus bisa bertahan dalam
kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan pada banyak Negara
menj adikan pertumbuhan ekonomi sebagai target bukan sebagai salah satu
indikator pembangunan, sehingga dampak dari proses pencapaian target
tersebut terkadang mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan selama
proses pencapai an tujuan. Adapun dampak negatif yang ditimbul kan akibat
dari pertumbuhan ekonomi tersebut adalah kerusakan lingkungan, seperti
global warming (winter, 1999). Faktor lain yang disebabkan oleh aktivitas
manusia terkait proses pembangunan ekonomi adalah sering merusak
lingkungan, sehingga berdampak negatif terhadap manusia yang menjadi
target dalam proses pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya
keterbatasan natural resources.

Secara umum penyebab dari kerusakan lingkungan adalah karena
adanya deples sumberdaya yang tidak terbarukan, kesenjangan
pendapatan, dan kemiskinan. Hal tersebut menyebabkan kualitas
lingkungan menurun sgjalan dengan emisi lingkungan(Saito & Yakita,
2008). Globalisasi ekonomi juga berpengaruh pada arah dari pembangunan
ekonomi yang dilakukan., apakah hanya lebih pada eksploitasi sumber
daya atau sudah berpihak pada keberlgjutan ekonomi, (tasri,2015). Maka
krisis pertumbuhan lingkungan harus diimbangi dengan kepedulian
manusia (behaviour).

Konsep ekonomi hijau (green economic) menjadi sangat penting,
namun dalam prateknya mendapatkan kesulitan dari masyarakat dan
pemerintah yang bersangkutan. Karena terjadinya perubahan perilaku dan
kebijakan dasar dalam pembangunan ekonomi yang beranjak dari pola
pencapaian pertumbuhan ekonomi konvensional dan pemahaman
pentingnya pelaksanaan ekonomi hijau (green economic) sebagai upaya
pelestarian sumber daya dan pencapaian pembangunan berkel anjutan.

Sebenarnya konsep ekonomi hijau sudah berkembang sejak 1ama,




bermula dari terbitnya buku The limit to growth oleh Meadows dari
kelompok Roma yang mengingatkan pola konsumsi sumber daya alam
saat ini akan menyebabkan  sumber daya akan terkuras habis dan
lingkungan menjadi rusak menuju batas pertumbuhan ekonomi dunia
(Meadows, 1972). Ha ini menandai munculnya pemikiran ekonomi
berkelanjutan ( Bruntland Commission ), pendapatan berkelanjutan (
sustainable income) dan pendapatan hijau.

Di lain pihak, konsep ekonomi konvensional tidak
memperhitungkan dimensi lingkungan berupa penyusutan (deples)
sumberdaya alam dan kerusakan atau degradas lingkungan meskipun hal
tersebut nyata merupakan kontribus modal alami (natural capital) terhadap
pembangunan ekonomi, (Ratnaningsih, Apriliani, Sudharto, & suparmoko,
2006). Nilai yang didapat dari konsep konvensiona ini dianggap dapat
memberikan perseps dan konsekuensi yang keliru terhadap arah
pembangunan dan tidak memperhitungkan konsep keberlanjutan
pembangunan di masa yang akan datang, yaitu pembangunan ekonomi dan
sosial yang memenuhi kebutuhan generas sekarang tanpa mengurangi
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka
sendiri.

Pada pendlitian sebelumnya tasri (2016), ditemukan bahwa
pertumbuhan ekonomi hijau pada cross country dipengaruhi oleh
pertumbuhan modal dan keterbukaan ekonomi serta jumlah pekerja pada
suatu negara. Namun secara lebih spesifik juga diketahui bahwa yang
menentukan nilai pertumbuhan ekonomi hijau suatu negara berdasarkan
kelompok pendapatan negara —negara asean adalah tingkat emisi dan luas
hutan. Tasri, (2014).

Maka Berdasarkan studi yang telah dilakukan sebel umnya tentang
konsep pertumbuhan ekonomi hijau, dan pentingnya pel aksanaan ekonomi
hijau sebagai koreksi terhadap konsep ekonomi konvensiona. Makadirasa
perlu untuk berikutnya membuat sebuah model evaluasi bagaimana
pel aksanaan ekonomi hijau secararegiona di daerah yang lebih spesifik.

1.2 Per masalahan

Penelitian ini merumuskan masalah penlitian yang akan diltelia
adalah sebagai berikut

1. Bagaimana faktor sosial ekonomi menentuan tingkat bencana di
sumatera barat

2. Bagaimana dampak kerugian akibat bencana terhadap variabel
sosia ekonomi

3. Bagaimana variabel pertumbuhan ekonomi turut menentukan
dampak kerugian bencana pada faktor sosial ekonomi .



1.3 Tujuan pendlitian

Penelitian diharapkan menjadi model evaluas kualitas lingkungan
dan ketahanan masyarakat terhadap bencana kerusakan lingkungan
di Sumatera Barat. Model ini diharapkan menjadi dasar
pengambilan keputusan kebijakan pembangunan di  wilayah
Sumatera Barat.

1. Melakukan kgjian dampak faktor sosial ekonomi menentuan
kualitas lingkungan hidup .

2. Meakukan kagjian dampak kerugian akibat bencanaterhadap
variabel sosial ekonomi.

3. Meakukan kajian dampak variabel pertumbuhan ekonomi
daam menentukan dampak kerugian bencana pada faktor
sosia ekonomi .

1.4 Novelty pendlitian

Penelitian ini sangat penting, karena belum ditemukan kajian yang
melakukan penelitian secara komprehensif, meliputi indikator
makro sosial ekonomi, dampak bencana dan ketahanan masyarakat
terhadap bencana dan perumusan kebijakan pemerintah terhadap
masyarakat terdampak bencana. Kajian ini menghasilkan model
evaluas kualitas lingkungan dan ketahanan masyarakat terhadap
bencana. Kgian bidang sgenis yang ditemukan baru sebatas
perhitungan nilai GDP hijau dan dampak indikator makro terhadap
polusi yang terbatas pada satu bidang sagja,

seperti ekonomi, sosial atau kimiawi sgja. Hasil kajian ini bisa
dijadikan dasar perumusan kebijakan dan evaluas pelaksanaan
pembangunan berwawasan lingkungan.



Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan

Indikator Cgpaian

No Jenis Luaran
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
1. Pu?“kas Internasional submitted reviewed accepted
Ilmian
N asiona terakreditasi
Pemakalah
2. ba Internasional S.Jdah Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan
T emu dilaksanakan
Ilmiah
Nasional S,Jdah Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan
dilaksanakan
Invited sp
3. el _dal_ Internasional Tidak ada Tidak ada Tidak ada
temu ilmiah
N asional Tidak ada Tidak ada Tidak ada
a. |Visiteno Internasional Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Lecturer
Hak kekay
aan Int - R R
5. dektual Paten Tidak ada Tidak ada Tidak ada
(HK1D
Paten sederhana Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Hak cipta Tidak ada Tidak ada Tidak ada
M erk dagang Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Rahasia D agangan Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Desain produk industry Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Indikasi geografis Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Perlindungn Varistas Tidak ada Tidak ada Tidak ada
tanaman
Perlindungan topografi Tidak ada Tidak ada Tidak ada
sirkuit terpadu
6. | Teknoleg Tidak ada Tidak ada Tidak ada
tepat guna
M ode&l
/purwarupa/
desain/kary
7. " draft draft draft
aseni/
Rekay asa
soaial
8 Buku sar draft Proses editin Sudah terbit
) (AsBN) g
Tingkat
° K esigpan

T eknolog
(TKI)




BAB 11
KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI

2.1 Perkembangan konsep awal ekonomi hijau

Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan dari human
evolution dengan adanya keterbatasan natural resources yang
dibutuhkan diserta dengan pertumbuhan populasi, sehingga
diharapkan terciptanya steady state antara sumber daya dan
lingkungan untuk jangka panjang (Bran & loan, 2012). Hal ini
menimbulkan upaya melindungi sumber daya dan membatasi ratio
pemakaian. Untuk itu, diperlukan perubahan mendasar dalam
ekonomi untuk mengurangi ketimpangan antara negara kaya dan
miskin dengan pendekatan sosial politik dan instansi pemerintahan.

Saat ini, indikator pembangunan ekonomi tidak diiringi
dengan informasi tentang nilai susutnya sumber daya alam (deplesi)
dan kerusakan serta percemaran lingkungan (degradasi). Ha
tersebut menyebabkan pendekatan Ekonomi hijau (Green economy
approach) dapat diartikan sebagal suatu model pendekatan
pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandal kan pembangunan
ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan
yang berlebihan. Ekonomi hijau adalah model pembangunan
ekonomi berbasis pengetahuan terhadap ecological dan green
economic yang bertujuan menjawab saling ketergantungan antara
ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktiva ekonomi
termasuk perubahan iklim dan pemanasan global.

Terkait permasal ah tersebut, maka diperlukan adanya model
dasar stability dalam pertumbuhan ekonomi. Ha ini
mengkombinasikan steady state model dari kebijakan pembangunan
untuk membatas keterbatasan ekologi (Bran & loan, 2012). Hal
yang sama juga dinyatakan bahwa Green economic growth
dibutunkan untuk mengantisipas perubahan iklim, karena
pertumbuhan ekonomi  mengakibatkan dampak kerusakan
lingkungan seperti global warming (winter, 1999). Hal tersebut juga
didukung oleh pernyataan kuznet yang menyatakan bahwa GNP
bukan hal yang paling penting dalam menentukan ukuran besar suatu
negara karena seharusnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan
Quantity dan kualitas antara short run dan long run.




Di ss  lain, diketahui bahwa globaisasi kapital
menimbulkan akibat buruk berupa loss habitat dan spesies (Tucker
& Gring, 2001). Margina benefit dari kualitas lingkungan
berhubungan dengan penambahan pengurangan polus yang
diperlukan dalam pencapaian sosial optimum, Saito and Yakita
(2008) seperti ditemukan di jepang. Di samping itu, permasalahan
berikutnya adalah jika biaya kebijakan lingkungan bergeser ke
konsumen (dalam bentuk harga yang lebih tinggi ), maka tingkat
harga konsumen akan naik, hal ini menyiratkan penurunan faktor
pengembalian riil (Goulder, 2013). Kondis ini menimbulkan
kegagalan pasar. Maka perlu suatu model yang komprehensif dalam
menetapkan  kebijakan ini, agar efek negatifnya bisa dikurangi.
Biaya yang melekat dalam membangun ekonomi bersih jauh lebih
rendah mengingat ekstrenalitas negatif termasuk lingkungan, resiko
keamanan ekonomi dan politik. Kirkulak (2011), bahkan lebih tegas
mengatakan bahwa adanya Pollutian haven hypothesis yaitu Negara
berkembang merupakan surge polusi bagi Negara kaya.

Di tahun 1956, solow mempublikasikan karyanya A Contribution
to the Theory of Economic Growth di edis februari Quarterly Journal of
Economic. Pada tahun yang sama Trefoe Swan juga mempublikasikan
karyanya Economic Growth and Capital Accumulation. Saat ini, para
ekonom mencoba mengembangkan model Solow dengan melihat pengaruh
salah satu varibel secara mendalam. Dengan kata lain asumsi yang
dibangun adalah dua varibel lainnya diasumsikan konstan. (Brock &
Taylor, 2005a), Green Solow Model, menjelaskan pengaruh perkembangan
teknologi terhadap nilai polutan, dimana diasumsikan rasio pekerja dan
capitd konstan. Saito and Y akita (2008) mencoba menganalisa kebijakan
optimal alokas pendapatan pemerintah, yakni pgak, menggunakan model
pertumbuhan Solow.

2.2. Teori Ekonomi Hijau

UNEP menjelaskan bahwa Ekonomi hijau sebagai sebuah model
ekonomi atau pembangunan ekonomi berdasarkan pengetahuan ekonomi
ekologi, sementara Margulis secara lebih luas dan lepas mendefinisikan
ekonomi hijau sebagai teori ekonomi apapun dimana ekonomi dianggap
sebagai komponen dari ekosistem dimanaia berada. Oleh sebab itu, dalam
sebuah diskusi di Bappenas, Sudarsono Soedomo mencoba menjelaskan
Konsep ekonomi hijau melalui pendekatan sosial kultura dan teknologi
dalam papernya (Soedomo, 2010).

Beberapa dekade kebdakang, dunia disibukkan dengan
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) khususnya dalam




bidang pembangunan ekonomi. Mathew menyebutnya sebagai
naturalizing capitalism, sebuah tranformasi besar berikutnya dari
kapitalisme, dimana sebuah kumpulan kebijakan baru yang mencerminkan
pergeseran murni dari “business as usual”, misalnya kebijakan
pengurangan emisi karbon(M athews, 2011).

Selanjutnya, Park (2013) dalam publikasinya menyebutkan bahwa
Pertumbuhan hijau dilontarkan tahun 2009 oleh pembuat kebijakan dan
praktis dari organisas internasional. Konsep awal nyadipinjam dari Green
New Deal dari Progran Lingkungan PBB (UNEP), dan idtilah
pertumbuhan hijau pertamakali digunakan di tahun 2005 dalam konferens
ke-5 menteri menteri di ESCAP (Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia
dan Pasifik) membicarakan Pembangunan dan Lingkungan di Asia dan
Pasifik setelah sebelumnya tahun 2000 di sebutkan dalam Forum Davos
dan The Economist. Alasan utama munculnya konsep pertumbuhan
ekonomi adalah hasil yang mengecewakan dan kesulitan yang tidak
terduga dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang telah gagal
mempromosikan prinsip lingkungan yang tangible dan kerangka kebijakan
yang fokus yang diterima secarainternasional .

2.3 Beberapa Pendlitian Ekonomi Hijau Hijau.

Kesadaran akan berkurangnya kapital fisk dan daya dukung
lingkungan membuat tuntutan konsumen bergeser dari utilitas maksimum
kearah utilitas optimum yang memperhatikan sustainabilitas lingkungan.
Laporan yang ditulis oleh Meadows tahun 1972 untuk Club of Rome, Limit
to Growth, menghidupkan kembali diskusi daya dukung lingkungan, yang
dimunculkan Maltus hampir dua ratus tahun yang lalu, di era ekonomi
modern ini.

Selain EKC, pendliti lainnya juga mencoba menjelaskan hubungan
antara model pertumbuhan Solow-Swan dengan EKC. Brock misalnya,
mencoba menjelaskan argumen mereka akan adanya hubungan erat antara
model inti makroekonomi modern, Model Solow-Swan dengan kurvayang
merupakan kurva standar ekonomi lingkungan, Environmental Kuznetz
Curve (EKC). Mereka menjelaskan, bahwa dengan memodifikasi Model
Solow untuk memasukkan technological progress kedalam pengurangan
polusi disimpulkan, bahwa EKC adalah produk turunan yang perlu dari
konvergensi kepada sebuah Pertumbuhan Berkelanjutan(Brock & Taylor,
2005b).

. (Tdberth & Bohara, 2006) misanya, membangun model
pertumbuhan Green GDP dan Model Gap (antara GDP dan Green GDP).
Efek dari keterbukaan ekonomi diuji pada kedua model pertumbuhan ini.
Ditemukan korelas negatif dengan model pertumbuhan Green GDP dan
korelas positif dengan model Gap. Sementara (VWang, 2011) menguji efek




dari keterbukaan pada Comparable Green GDP dan sebuah varian Model
pertumbuhan Solow pada level provins di China. Ditemukan bahwa ada
hubungan nonlinier antara Green GDP dan Keterbukaan, keduanya diukur
dengan volume perdagangan dan investasi asing langsung (FDI).
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BAB 111
PEMBANGUNAN EKONOMI| BERWAWASAN
LINGKUNGAN

Pembanngunan ekonomi membutuhkan dukungan dari
human evolution , karena adanya keterbatasan SDA sementara
kebutuhan manusia tidak terbatas dengan pertumbuhan populasi
yang tidak proporsional dengan pertumbuhan SDA, Bran and loan,
(2012). Hal ini menimbulkan upaya melindungi SDA dan membatasi
ratio pemakaian.

Indikator pembangunan ekonomi tidak diiringi dengan informasi
kerusakan lingkungan dan penyusutan SDA. Sehingga model
pembangunan dengan pendekatan lingkungan yang tidak
mengandalkan eksploitass SDA menjadi sesuatu yang harus
dilakukan. Diperlukan model dasar yang mengkombinasikan
keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kondis
lingkungandal am jangka panjang.

Kualitas lingkungan menentukan tercapainya sosial optimum
masyarakat, Saito dan Yakita (2008). Bahkan ditemukan proses
pembangunan ekonomi terkadang mengakibatkan kerusakan
lingkungan berupa hilangnya habitas dan spesies tertentu, Tucker
dan Gring (2001). Maka ukuran keberhasilan pembangunan suatu
Negara seharusnya tidak hanya dilihat dari pendapatan nasional tapi
jugakualitas proses pembangunan ekonomi.

3.1 Teori pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan
Ekonomi hijau adalah model ekonomi yang berdasarkan
pengetahuan ekologi.Kesadaran akan berkurangnya daya dukung
lingkungan membuat tujuan masyarakat tidak lagi utilitas
maksimum, tapi bergeser keberlanjutan konsumsi. Hal ini sudah
diutarakan oleh malthus dua ratus tahun yang lalu.
Perluasan model pertumbuhan ekonomi klasik Solow dengan
memasukan unsur lingkungan oleh, Brock dan Taylor (2004).
menggunakan asumsi bahwa setigp proses produksi memiliki
eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan. Sehingga output
harus dikorbankan untuk perbaikan kondisi lingkungan :

=F T e L

DimanaE adalah kerusakan lingkungan neto, merupakan selisih nilai
polusi yang dihasilkan dengan usaha menetralisir polusi . Setiap
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output yang dihasilkan menyebabkan kerusakan lingkungan, maka
polusi merupakan fungsi dari:
oo T =] (,

)]
Semakin tinggi tingkat produksi , semakin tinggi tingkat polusi yang
terjadi. Sehingga aktifitas ekonomi dan variabel penentu
pembangunan ekonomi menentukan tingkat kerusakan lingkungan.

3.2 Dampak Bencana Kerusakan Lingkungan

Bencana alam pada awalnya hanyalah ggala fisik, namun apabila
terjadi didaerah permukiman yang padat penduduk dapat
mempengaruhi struktur sosial-ekonomi-politik hingga sosial-budaya
(ITB, 2009)
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
4.1. Letak Geografis

Sumatera Barat terletak di pesisir barat di bagian tengah pulau
Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran
tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Secara geografis
Provins Sumatera Barat terletak pada kedudukan 0054’ Lintang
Utara sampal dengan 30 30’ Lintang Selatan serta 980 36’ sampai
dengan 101053’ Bujur Timur dengan luas total wilayah seluas
42.297,30 kn? yang setara dengan 2,17% luas Indonesia yang
termasuk 391 pulau besar dan kecil di sekitar Provins Sumatera
Barat dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil dari garis pantai
ke arah laut lepas.. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan
kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini
seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang
2.420.357 km yang meliputi tujuh kabupaten / kota dengan luas
perairan laut 186.580 km2. Kepulauan Mentawai yang terletak di
Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat
secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi,
yaitu antara 22,6 °C sampai 31,5 °C. Provins ini juga dilalui oleh
Garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Di provins ini
berhulu sgumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur
Sumatera seperti Batang Hari, Siak, Inderagiri (disebut sebagai
Batang Kuantan di bagian hulunya) dan Kampar. Sementara sungai
—sungal yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anal, Batang
Arau dan Batang Tarusan.

Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di
Sumatera Barat dengan Gunung Kerinci di kabupaten Solok Selatan
sebagal gunung tertinggi yang mencapai ketinggian 3.085 m. Selain
Gunung Kerinci, Sumatera Barat juga memiliki gunung aktif
lainnya, seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikai dan Gunung
Talang. Selain gunung, Sumatera Barat jugamemiliki banyak danau.
Danau terluas adalah Singkarak di kabupaten Solok dan kabupaten
Tanah Datar, disusul Maninjau di kabupaten Agam. Dengan luas
mencapal 130,1 km?, Singkarak juga menjadi danau terluas kedua di
Sumatera dan kesebelas di Indonesia. Danau lainnya terdapat di
kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar (julukan
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dari danau di atas dan danau di bawah [10].

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di
Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada
jaur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng
benua besar yaitu Eurasia dan Indo-Austraia. Oleh karenanya,
wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi besar yang
terjadi akhir — akhir ini di SumateraBarat di antaranya adalah Gempa
bumi 30 September 2009 dan Gempa bumi di Kepulauan Mentawal
2010[10]

4.2.Demogr afi dan Administrasi Pemerintah Sumatera Bar at

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19
kabupaten dan kota dimana ada 12 kabupaten dan 7 kotamadya /
kota. Wilayah kabupaten meliputi Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,
Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sawahlunto — Sijunjung,
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok
Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan dan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta 7 kota yaitu Kota Padang,
Kota Solok, Kota Sawahlunto, K ota Payakumbuh, Kota Bukittinggi,
K ota Padang Panjang dan K ota Pariaman.

Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan dan
Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten baru, pada akhir
tahun 2003 terjadi pemekaran 3 kabupaten yaitu Kabupaten
Pasaman, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.
Masing — masing wilayah tersebut dipecah menjadi dua kabupaten
baru yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Kabupaten
Solok dan Solok Selatan, serta Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
dengan Kabupaten Dharmasraya. Secara administratif, wilayah
Provinss Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provins
Sumatera Utara di sebelah utara, Provinsi Bengkulu di sebelash
selatan, Provins Riau dan Jambi di sebelah timur dan Samudera
Hindiadi sebelah barat [10].

Dari 19 kabupaten / kota yang ada di Provins Sumatera
Barat, terdapat dua kota dan lima kabupaten yang mempunyai
wilayah pesisir dan laut. Provins Sumatera Barat mempunyal
kawasan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas
186.580 km2 dengan garis pantai sepanjang 375 km mulai dari
Pasaman sampai ke Pesisir Selatan. Jika dimasukkan panjang pantai
Kepulauan Mentawai maka panjang garis pantai  keseluruhan
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mencapal 2.420 km. Dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1983
tentang ZEEI, maka perairan laut Sumatera Barat diperluas lagi 200
mil, sehingga total luas perairan Sumatera Barat menjadi 186.580
km? (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2009). Berikut adalah tabel
jumlah pulau kecil dan panjang garis pantai per kabupaten / kota di
provins sumatera barat tahun 2009.
Tabel 2
Jumlah Pulau K ecil dan Panjang Garis Pantai Per Kabupaten /
Kota Di Provins Sumatera Barat Tahun 2009

No. | Kabupaten/Kota Jumlah I_3ulau Total GarisPantai
K ecil (km)
1. | Kab. Pasaman Barat 9 152
2. | Kab. Agam 2 43
Kab. Padan

3. | paiorron 9 2 60,5

4, | Kab. Pesisir Sdlatan 53 234,2

5. | Kab. Kep. Mentawai 254 1.402,70

6. | KotaPariaman 5 17,2

7. Kota Padang 20 68,13
Jumlah 345 1.977,73

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2009.

Kondis Topografi di Sumatera Barat

Kelas kelerengan wilayah Provinsi Sumatera Barat terdiri
aas:
Kelerengan 0 — 8% seluas 1.135.972 Ha (26,86%).
Kelerengan 8 — 15% seluas 275.989 Ha (6,52%).
Kelerengan 15 — 25% seluas 545.799 Ha (12,90%).
Kelerengan 25 -40 % seluas 621.052 Ha (14,68%).
Kelerengan lebih dari 40 % seluas 1.650.918 Ha (39,03%).

Kondis topografi Provins Sumatera Barat dapat dibagi ke
dalam tiga satuan ruang morfologi yaitu :
1. Morfologi Dataran

Daerah dengan morfologi dataran terdapat pada wilayah
bagian Barat dengan ketinggian antara 0 — 50 m dari
permukaan laut yang meliputi bagian dari Kabupaten Pasaman
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Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawal,
K ota Pariaman dan K ota Padang.

2.  Morfologi Bergelombang

Daerah bagian tengah dengan ketinggian antara 50 — 100 m
dari permukaan laut yang meliputi bagian dari Kabupaten
Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang,
Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.

3.  Morfologi Perbukitan

Daerah bagian Timur dengan ketinggian antara 100 — 500 m
dari permukaan laut yang meliputi Kota Sawahlunto,
Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya,
Kota Bukittinggi, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar [10]

Risiko Bencana di Sumater a Bar at

Provins Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah
kepulauan di Indonesia yang memiliki tatanan geologi sangat
kompleks. Kondisi ini disebabkan |etaknya yang berada pada daerah
tumbukan 2 lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo Australia di
bagian Selatan dan lempeng Eurasia di bagian Utara yang ditandai
dengan terdapatnya pusat — pusat gempa tektonik di Kabupaten
Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Jika kedua lempeng besar ini
saling bertumbukkan maka akan menimbulkan geala tektonik
seperti busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian
pegunungan Bukit Barisan sertagunung api dan sesar / patahan besar
Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua
lempeng yaitu Utara — Selatan. Dampak negatif wilayah Sumatera
Barat secara geologi merupakan wilayah yang berpotensi terhadap
bencana alam seperti gempa tektonik. Baik yang berpusat di darat
yaitu pada jalur patahan sesar Sumatera atau yang lebih dikenal
dengan Patahan Semangko dan berpusat di laut yaitu bagian Barat
pantai Sumatera dan dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut
atau dapat disebut dengan tsunami [11]

Menurut peneliti utama LIPI sekaligus Ahli Geologi dan
Gempa Bumi, Danny Hilman Natawidjaja padatahun 2019 di depan
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kepala beserta rombongan dari BNPB, BMKG serta Gubernur,
Ketua DPRD, BPBD, jgaran pgabat disertai staf dari Pemda di
Provins Sumatera Barat menyebutkan gempa besar dan tsunami
masih mengancam Sumatera Barat, bahaya megathrust Mentawal
masih menyimpan energi 8,8 SR di Energi megathrust Mentawai
sudah mulai terlepas, seperti yang terjadi pada tahun 2007 dengan
gempa 6,4 magnitudo dan 7,6 magnitudo pada 2009. Kalau belum
dilepaskan maksimal 9 magnitudo. Maka sisa tenaga yang masih
tersimpan 8,8 magnitudo menurut pakar LIPI tersebut.

Menurut hasil peneitian LIPI tahun 2018 yang lalu
mengatakan, selain megathrust Mentawai, ada ancaman lainnya
seperti gempa darat di sesar Sumatera yang melewati Bukittinggi,
Solok dan daerah lainnya, begitu juga dengan ancaman backthrust.
Namun saat ini pendliti utama LIPI mengharap pemerintah terus
fokus menghadapi megathrust Mentawai, karena memiliki ancaman
yang lebih besar. Penedliti utama LIPI menyebutkan kita tidak bisa
menutup mata bahwa salah satu kelemahan adalah peringatan dini
dan kesiapsiagaan mitigasi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukannya rentang waktu
gelombang tsunami mencapal daratan Mentawai berkisar 10 sampai
15 menit pasca gempa besar yang bersumber dari titik megathrust
Mentawai, sementara gelombang akan mencapai ibu kota Sumatera
Barat sekitar 30 menit. M aka dengan rentang waktu yang minim dan
kondisi lingkungan Sumatera Barat saat ini menurut para pembicara,
pemahaman masyarakat untuk menyelamatkan diri menjadi faktor
utama dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman ini.

Selain bencana gempa dan tsunami, Sumatera Barat juga
memiliki potensi bencana lainnya seperti banjir, badai / puting
beliung, gelombang pasang, kekeringan, longsor, letusan gunung
api, kebakaran hutan dan lahan dan abrasi pantai [11].

Jumlah Bencana di Sumater a Bar at

Jumlah atau banyaknya bencana adalah total bencana yang
terjadi di suatu daerah dimanadapat dihitung dengan caraberapakali
bencana terjadi dalam satu tahun dengan bencana yang bermacam —
macam, baik itu seperti bencana gempa, tsunami, banjir, longsor,
badai / puting beliung, kekeringan, abrasi pantai, letusan gunung api,
kebakaran hutan dan lain sebagainya. Dalam rangka penganggaran
untuk bencana pemerintah Sumatera Barat mengel uarkan Undang —
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Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwgibkan untuk
menyelenggarakan  penanggulangan bencana di  daerahnya.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut meliputi pemenuhan
hak masyarakat terkena bencana, melindungi dari dampak bencana
dan melakukan pembangunan baik dalam bentuk fisik dan
peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana
dengan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemerintah Daerah juga
memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana
di daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dengan
memasukkan unsur — unsur potensi alam dan teknologi yang ada di
daerahnya. [12]. Jumlah atau banyaknya bencana yang ada di
Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 — 2018 dapat dilihat pada grafik
berikut :
Grafik 1
Jumlah / Banyaknya Bencana
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 — 2018
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Sumber : BPBD Sumatera Barat 2019.

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa jumlah atau
banyaknya bencana yang sering terjadi pada tahun 2014 berada di
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Kabupaten Agam dengan total 144 kali kejadian dan jumlah atau
banyaknya bencana yang jarang terjadi berada di Kota Pariaman
dengan total 1 kali kejadian, padatahun 2015 jumlah atau banyaknya
bencana yang sering terjadi berada di Kota Bukittinggi dengan total
102 kali kejadian dan tidak terjadi bencana atau tidak ada bencana
berada di Kota Padang Panjang, pada tahun 2016 jumlah atau
banyaknya bencana yang terjadi sama dengan tahun 2014 dimana
bencana yang sering terjadi berada di Kabupaten Agam dengan
jumlah bencana yang sama dengan total 144 kali keadian dan
jumlah atau banyaknya bencana yang jarang terjadi berada di Kota
Pariaman hal ini sama dengan pada tahun 2014 dan juga memiliki
total bencana yang sama yaitu 1 kali kegadian, pada tahun 2017
jumlah atau banyaknya bencana yang sering terjadi berada di Kota
Sawahlunto dengan total 40 kali kejadian dan jumlah atau banyaknya
bencana yang jarang terjadi yaitu Kota Solok dengan total 2 kali
kegjadian, terakhir yaitu pada tahun 2018 jumlah atau banyaknya
bencana yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2016 dimana
bencana yang sering terjadi berada di Agam dengan total yang
berbeda yaitu 82 kali kejadian dan jumlah atau banyaknya bencana
yang jarang terjadi berada di Kota Pariaman dan memiliki total yang
samayaitu 1 kali kejadian.

Jumlah Penduduk di Sumatera Bar at

Jumlah penduduk adalah adalah banyaknya penduduk yang
dihitung melaui sensus penduduk. Berdasarkan hasil Survei
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 penduduk Sumatera Barat
diprediksi mencapai 5,48 jutajiwapada 2019. Jumlah tersebut terdiri
atas 2,75 juta jiwa perempuan dan 2,73 juta laki — laki. Seperti
diketahui Indonesia memasuki era bonus demografi hingga 2030,
dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada
penduduk usia nonproduktif. Adapun jumlah penduduk usia
produktif (15 — 64 tahun) mencapal 3,61 juta jiwa atau 65,92%
sedangkan penduduk usia nonproduktif (O - 14 tahun + 65 tahun ke
atas) sebanyak 1,87 juta jiwa atau sebesar 44,08% dari total. Jumlah
penduduk Sumatera Barat diproyeksikan bertambah menjadi 5,55
juta jiwa pada tahun 2020 dan akan meningkat menjadi 6,9 jutajiwa
pada 2045 [10]. Berikut adalah grafik jumlah penduduk di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2014 — 2018.
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Grafik 2
Jumlah Penduduk
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 — 2018
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Sumber : BPS Sumatera Barat 2019.

Berdasarkan grafik di atas dapat di simpulkan bahwa pada
tahun 2014 — 2018 jumlah penduduk di Provins Sumatera Barat
setigp tahunnya mengalami peninggkatan dan jumlah penduduk
tertinggi dari tahun 2014 — 2018 berada di Kota Padang dimana
jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah sebesar 899.561 jiwa dan
terus mengalami peningkatan sampai tahun 2018 yaitu menjadi
sebesar 944.919 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah dari
tahun 2014 — 2018 berada di Kota Padang Panjang dimana jumlah
penduduk pada tahun 2014 adalah sebesar 50.208 jiwa dan tetap
mengalami peningkatan sampai tahun 2018 menjadi sebesar 53.367
jiwa, walaupun jumlah penduduk di Kota Padang Panjang setiap
tahunnya mengalami peningkatan, tetap sgja Kota Padang Panjang
merupakan daerah yang jumlah penduduknya terendah di Provinsi
Sumatera Barat

Luas Daerah di Sumatera Barat
Secara geografis Provinsi Sumatera Barat memiliki luas
daerah sekitar 42.297,30 km2. Dimana, terdapat 29 gunung yang
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tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan Gunung
Kerinci di kabupaten Solok Selatan sebagal gunung tertinggi yang
mencapal ketinggian 3.085 m. Selain Gunung Kerinci, Sumaetra
Barat juga memiliki gunung aktif lainnya, seperti Gunung Marapi,
Gunung Tandikat dan Gunung Taang. Selain gunung, Sumatera
Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas adalah Singkarak
di kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar, disusul Maninjau di
kabupaten Agam dan danau lainnya terdapat di kabupaten Solok
yaitu Danau Talang dan Danau Kembar (julukan dari danau di atas
dan danau di bawah) (BPS Provins Sumatera Barat, 2018). Berikut
dapat dilihat grafik luas daerah di Provinsi Sumatera Barat tahun
2014 - 2018.

Grafik 3
Luas Daerah Di Provinsi Sumater a Bar at
Tahun 2014 - 2018
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Sumber : BPS Sumatera Barat 2019.

Dari grafik di atas luas daerah di Provinsi Sumatera Barat
tahun 2014 - 2018 yang luas daerahnya terbesar berada di
Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas sebesar 6011,35 km?
dan luas daerah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 — 2018 yang
terkecil Barat berada di Kota Padang Panjang dengan luas daerah
sebesar 23,00 km?,
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Kemiskinan di Sumatera Bar at

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. K emiskinan dapat disebabkan oleh
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah yang sering
ditemukan di setigp provinsi yang ada di Indonesia termasuk Provinsi
Sumatera Barat. Akan tetapi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat
mengupayakan penurunan tingkat kemiskinan dengan cara mengadakan
atau melaksanakan program untuk masyarakt miskin seperti bantuan
sosial, beras dan lain — lain. Dimana, pemerintah Sumatera Barat cukup
berhasil menjalankan program tersebut terbukti dari data Badan Pusat
Statistik yang menyatakan terjadinya penurunan angka kemiskinan dari
tahun 2007 yang mencapai 11,9% dan turun pada tahun 2018 menjadi
6,55% (Sukardi, 2019). Dimana, tingkat kemiskinan di Provins Sumatera
Barat dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 4
Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Bar at
Tahun 2014 - 2018
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Sumber : BPS Sumatera Barat 2019.

Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat
yang dilihat dari grafik di atas padatahun 2014 — 2018 berada di Ibu
Kota Provins Sumatera Barat yaitu Kota Padang dan tingkat
kemiskinan terendah di Provins Sumatera Barat tahun 2014 — 2018
berada di Kota Sawahlunto.
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Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk
memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara
banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk
berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk
mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat
hidup secaralayak. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
yaitu pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sgumlah
komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM
dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut
mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan
yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas
karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan,
digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk
mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator
angka melek huruf dan rata — rata lama sekolah. Adapun untuk
mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan
daya beli masyarakat terhadap sgumlah kebutuhan pokok yang
dilihat dari ratarata besarnya pengeluaran per kapita sebagai
pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk
hidup layak (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2019). Berikut adalah
grafik yang menunjukkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di
Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 — 2018.

Grafik 5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Di Provins Sumatera Barat Tahun 2014 — 2018
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Sumber ; BPS Sumatera Barat 2019.
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Dari grafik di atas dapat di lihat bahwa tota Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014 - 2017 mengalami
kenaikkan setigp tahunnya, tetapi pada tahun 2018 total Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan. Berdasarkan
grafik di atas, total Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
tertinggi di Provins Sumatera barat tahun 2014 — 2018 berada di
Kota Padang dimana pada tahun 2014 total Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) adalah 79,83% dan pada tahun 2018 total Indeks
Pembangunan Manusia adalah 79,23%. Sedangkan total Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang terendah di Provins Sumatera
Barat tahun 2014 — 2018 berada di Kabupaten K epulauan Mentawai
dimana pada tahun 2014 total Indek Pembangunan Manusia (IPM)
adalah 56,73% dan pada tahun 2018 total Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) adalah 56,65%.

PDRB Perkapita di Sumatera Bar at

PDRB Perkapita adalah pendapatan rata — rata penduduk
suatu negara (Untoro, 2010). PDRB Perkapita menunjukan tingkat
pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah, variabel yang
digunakan untuk menghitung PDRB Perkapita adalah produk
nasional bruto dan jumlah penduduk. Secara matematis, rumus
perhitungan PDRB Perkapita adalah sebagai berikut: PDRB
Perkapita = Produk Nasiona Bruto (GNP) / Jumlah Penduduk.
Manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita antara lain sebagal
berikut (Alam, 2007 : 50) :

a Untuk melihat tingkat perbandingan keseahteraan
masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun.

b. Sebagal data perbandingan tingkat kesgahteraan suatu
negara dengan negaralain.

Cc. Sebaga perbandingan tingkat standar hidup suatu negara
dengan negara lainnya.

d. Sebaga datauntuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi.
Pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk mengambil lahan pertimbangan bagi
langkah di bidang ekonomi.

Berikut ini adalah grafik jumlah PDRB Perkapitadi Provinsi
Sumatera Barat tahun 2014 — 2018.
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Grafik 6
Jumlah PDRB Perkapita Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2014 - 2015
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Sumber ; BPS Sumatera Barat 2019.

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah
PDRB Perkapita di Provins Sumatera Barat dari tahun 2014 — 2018
yang terbesar berada di Kota Padang Panjang dimana pada tahun
2014 nilai PDRB Perkapitanya adalah Rp. 38.858,43 dan padatahun
2018 nila PDRB Perkapitanya adalah Rp. 39.513,67 sedangkan
jumlah PDRB Perkapita di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014
— 2018 yang terkecil berada di Kabupaten Pesisir Selatan dimana
pada tahun 2014 nilai PDRB Perkapitanya adalah Rp. 16.557,41 dan
pada tahun 2018 nilai PDRB Perkapitanya adalah Rp. 18.979,00.

Angkatan Kerjadi Sumatera Barat

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 —
64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementaratidak bekerja,
maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerjaadalah
merekayang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekol ah,
mengurus rumah tangga dan sebagai nya. Jumlah angkatan kerjadi Provins
Sumatera Barat dapat dilihat dari grafik berikut :
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Grafik 7
Jumlah Angkatan Kerja Di Provinsi Sematera Bar at
Tahun 2014 - 2018
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Berdasarkan grafik di atas jumlah angkatan kerja di Provinsi
Sumatera Barat tahun 2014 — 2018 yang tertinggi berada pada Kota
Padang dimana pada tahun 2014 total angkatan kerjanya adalah
389991 jiwa dan pada tahun 2018 total angkatan kerjanya turun
menjadi 379926 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Provinsi
Sumatera Barat tahun 2014 — 2018 yang terendah berada di Kota
Padang Panjang dimana pada tahun 2014 total angkatan kerjanya
adal ah 23429 jiwa dan padatahun 2018 total angkatan kerjanyatetap
samayaitu 24329 jiwa..

Jumlah Industri di Sumater a Barat

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,
bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang
bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun
dan perekayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian
dari proses produksi. Sedangkan jumlah industri adalah total dari industri
baik itu industri besar maupun industri kecil. Di bawah ini merupakan
grafik jumlah industri di Sumatera Barat Tahun 2014 — 2015.
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Grafik 8
Jumlah Industri Di Provins Sumatera Bar at
Tahun 2014 - 2015
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Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah industri di
Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 — 2018 yang tertinggi berada di
Kota Padang dimana jumlah industri pada tahun 2014 adalah 45
industri dan jumlah industri pada tahun 2018 adalah 39. Sedangkan
jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 — 2018 yang
terendah berada di Kota Padang Panjang dimana Kota Padang
Panjang sama sekali tidak memiliki industri atau jumlah industrinya.

Hasil Olahan Data Pendlitian

Penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan tiga
model penelitian untuk variabel sosia ekonomi dan kualitas
lingkungan. Data kualitas lingkungan pada penelitian ini
menggunakan proksi tingkat bencana, dimana semakin tinggi
bencana diasumsikan kualitas lingkungan makin rendah dan
sebaliknya.

Dari hasil olahan data penlitian didapat hasil sebagai berikut;
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Metode Analisis Data

Data sekunder berupa indikator sosial ekonomi pembangunan
Model awal desain pendlitian :

1. Model kualitaslingkungan dan faktor ekonomi
Y =ap+biX1+boXo+baXzs+baXs ..., +b7X7+e

Y = Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kab/K ota
X1= Jumlah Penduduk
X2-Luas Daerah
X2= Kemiskinan
X3=Tingkat Melek Huruf(Atau Ipm)
X4=Income Percapita
X5=Angkatan Kerja
X6=Jumlah PMA
X7=Jumlah PMDN

Model diatas akan di olah dengan panel data, namun dari hasil
olahan data ditemukan hasil yang tidak siginifkan secara statistik,
sehingga model ditransformasi menjadi model dibawah ini

Model kajian dampak variabel ekonomi terhadap kualitas
lingkungan.
Model penelitan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

y=aop+ b1X1+boXo+b3X3+baXs+bsXs +e
y = banyak bencana (proksi kualitas lingkungan)
x1= jumlah penduduk
X2= pendapatan percapita
x3= angkatan kerja
x4= jumlah industri

2. Model kajian dampak kerugian bencana terhadap faktor sosia
ekonomi Model penelitian yang akan dianalisis dalam peneitian
ini adal ah:

Model untuk mengetahui faktor penentu biaya ekonomi
kerusakan lingkungan
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Y =ag +b1X1+boXo + b3sXz+baXs.. +bsXet+e

Y = Biaya ekonomi kerusakan lingkungan
X1= Anggaran pengelolaan lingkungan
X2=income percapita

X3=PMA

X4=PMDN

X5=angkatan kerja

X6=kemiskinan

Model diatas akan di olah dengan panel data, namun dari hasil
olahan data ditemukan hasil yang tidak siginifkan secara statistik,
sehingga model ditransformasi menjadi model SEM-PLS dengan
intervening angkatan kerja

Kerugian bencana = 31 pendapatan + > kemiskinan + Psangkatan kerja
+€

3. Model faktor penentu tinggi rendah kualitas lingkungan antar
daerah.

D =ag+biX1+baXo+bsX3z+baXs+bsXs+e

Dimana D = 1, daerah dengan skor diatas rata rata
D = 2, dagrah dengan skor indeks lingkungan
dibawah rata-rata
X1=emis,
X2 = populas,
X3 = anggaran pembangunan
X4 = Forest Area,
Xs = Pengangguran

Mode diatas akan di olah dengan panel data, namun dari hasil
olahan data ditemukan hasil yang tidak siginifkan secara statistik,
sehingga model ditransformasi menjadi model dibawah ini

Model yang menjelaskan pengaruh variabel kerugian bencana
terhadap variabel angkatan kerja dan kemiskinan dengan pendapatan
perkapita sebagai variabel intervening di wilayah Sumatra Barat

Kerugian bencana = 1 kemiskinan + 3, pendapatant+ sangkatan kerja+¢
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Data bencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bencana yang
terjadi dimanaterdapat campur tangan manusia dalam aktivitas sehari-hari,
seperti banjir, longsor dan kebakaran.

Model ini diolah menggunakan SEM-PLS dengan intervening
pendapatann.

4.3. Hasil yang Telah Dicapai
4.3.1.Hasil olahan data model penditian

Model kagian dampak variabel ekonomi terhadap kualitas
lingkungan menggunakan Generalized Least Squared (GLS) untuk
analisis data . sebagal salah satu bentuk estimas least square GLS ,
merupakan bentuk estimasi yang gunakan ketika asumsi-asumsi
yang disyaratkan oleh metode OLS (homokedastis dan
nonautokorelasi) tidak terpenuhi dimana penggunaan OLS pada
kondisi seperti ini akan menghasilkan penduga parameter regres
yang tidak lagi efisien dan dapat memberikan penarikan kesimpulan
(inferensi) yang menyesatkan. GLS memiliki kemampuan untuk
mempertahankan sifat efisiensi estimatornya tanpa harus kehilangan
sifat unbiased dan konsistensinya

Model penelitan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

y =ap+ b1X1+baXo + b3X3z + baXs + bsXs + e
y = banyak bencana (proksi kualitas lingkungan)
x1= jumlah penduduk
X2= pendapatan percapita
x3= angkatan kerja
x4= jumlah industri

Variabel banyak bencana (y) adalah bencana yang dibatasi pada
bencana yang diduga ada peran aktivitas manusia sebagai penyebab,
Jumlah Industri (X4) adalah industri total besar kecil. Penelitian ini
menggunakan data sekunder berupa indikator sosial ekonomi
pembangunan dan data kebencanaan. Lokasi penelitian yang
dilakukan meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera
Barat yaitu 19 Kabupaten/K ota.

Kgjian faktor tingkat bencana di wilayah Sumatera Barat Model
faktor yang mempengaruhi kerugian ekonomi dilakukan dengan
Generalized Least Squared. Model. Generalized Least Squared
mampu menjelaskan variabel tingkat bencana dengan variabel yang
mempengaruhi variabel independent jumlah penduduk, tingkat
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pendapatan Perkapita , Angkatan Kerja, Jumlah Industri. Hasll

olahan data yang ditemukan seperti table berikut:

Table 3. Hasil olah data Generalized Least Squared

D pendent Variabel/

Benpcana
ependent Variabel Coefficients Significant
§ angkatan kerja 32.31931 (5.99)***
atc
i pendapatan percapita 30.46836 (2.44)™
atc
§ industri -12.84411 -(3.65)***
atc
nstan -358.3066 -(3.27)
Id Chi2(2) 38.01
b>Chi2 0.0000

Sumber: Olahan data penelitian

Dari hasil olahan data pada table diatas dapat diketahui bahwa
tingkat bencana ditentukan secara significant oleh angkatan Kerja,
tingkat pendapatan Perkapita, Jumlah Industri. Dapat dilihat bahwa
nilai Prob>Chi2 0.0000 dan Wald Child2(2) 49.61 yang dihasilkan
cukup baik yang berarti kemampuan kelima predictor untuk
menerangkan varias variabel bisa diterima secara statistic.

Angkatan kerja yang terlibat dalam proses pembangunan terkadang
tidak mendapat tempat baik dalam pasar kerja, karena semakin
tingginya jumlah angkatan kerja. Akhirnya sebagian berada pada
sektor pekerjainformal, mencoba bekerja sendiri dengan modal dan
teknologi yang seadanya. Sektor informa menjadi tempat bagi
angkatan kerja yang tidak mendapat tempat yang diharapkan pada
pasar kerja. Teknologi produksi yang rendah hanya akan
mengandalkan ketersediaan sumberdaya alam dan produks yang
tidak mempedulikan daur ulang limbah yang ramah lingkungan,
oreintasi produksi dan profit dengan tingkat biaya rendah cendrung
menjadi  sebab rusaknya lingkungan dan terjadi bencana
alam.Namun Kondisi /eksploitasi lingkungan yang berlebihan dan
membahayakan lingkungan bisa berubah dengan perbaikan tingkat
pendidikan, dengan kualitas pendidikan masyarakat yang lebih baik,
membuat masyarakat mampu untuk melakukan aktivitas yang ramah
lingkungan, menemukan teknologi pengelolaan limbah, konsep
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hidup kembali kealam yang lebih peduli dengan kehidupan yang
alami, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan demi
kesetarian lingkungan. Sektor industri pada penelitian ini ditemukan
mempunyai  hubungan negatif dengan tingkat bencana,
Capital/modal produksi pada sektor industri memperlihatkan
terjadinya efek difusi teknologi atau efisiens lingkungan [23].
Investass dapat meningkatkan efisiensi lingkungan dengan
meningkatkan kapasitas inovasi lokal melalui difusi teknologi
sehingga meningkatkan efisiensi lingkungan.

Tingkat pendapatan ditemukan pada penelitian ini mempunyai
hubungan yang positif, ha ini memperlihatkan, bahwa kebijakan
pembangunan ekonomi yang dilakukan dilakukan belum berpihak
pada keberlanjutan lingkungan. Oreintass mengegar target
pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan kualitas lingkungan
masih terjadi. Perluasan pembangunan dengan pembukaan lahan
baru, pembakaran lahan dan alih fungs lahan pengelolaan hutan
menjadi 1ahan komersil yang tidak memperhatikan etika lingkungan
menjadi makin meningkatnya tingkat bencana, seiring peningkatan
pendapat.

1. Model pengaruh kerugian bencana
Kaian Model pengaruh kerugian bencana terhadap pendapatan
perkapita, angkatan kerja dan kemiskinan di wilayah Sumatra Barat
dengan menggunakan metode SEM-PLS

Kerugian bencana = B pendapatan + 32 kemiskinan + sangkatan kerja+¢
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Dalam penelitian ini menggunakan tiga permodelan, dimana
variabel dependennya adalah pendapatan perkapita, tenaga kerja dan
kemiskinan sedangkan variabel independent adalah kerugian
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bencana. Hasil olahan data sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Estimasi

Variabel Coefisien T statistik Pvaue | R-sguare
Kerugian bencana=> -4.10E-05 -2.685646 0.0089 0.96

Pendapatan perkapita
Kerugian Bencana=> -4.16E-08 -0.416028 | 0.6786 0.98
tenaga Kerja
Kerugian bencana=> -1.49E-08 -1.631700 | 0.1069 0.99
Kemiskinan
F - Statistik 0.000000

Hasil olahan data

Berdasarkan pengujian  statistik  dilihat  dari  nila
probabilitanya, ketiga persamaan diatas yang berpengaruh signifikan
hanya variabel pendapatan perkapita. Dimana kerugian bencana
berhubungan negative dan perbengaruh signifikan terhadap
pendapatan perkapitakarenanilai P value < apha 0.05 yaitu sebesar
0.0089. Nilai coefisien kerugian bencana terhadap pendapatan
perkapita yaitu sebesar -4.10E-05, yang berarti semakin tingkat
kerugian bencana maka akan menurunkan pendapatan perkapita
Setiap peningkatan tingkat kerugian bencana sebesar 1 satuan, maka
pendapatan perkapita akan menurun sebesar 0.0000410 satuan.

Sedangkan pengaruh kerugian bencana terhadap angkatan
kerja dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan karena nilai
probabilitanya > alpha 0.05. Nilai probabilita pengaruh kerugian
bencana terhadap angkatan kerja yaitu sebesar 0.6786 > apha 0.05,
kerugian bencana berhubungan negative dan tidak berpengaruh
signifikan terhadap angkatan kerja. Setiap peningkatan tingkat
kerugian bencana sebesar 1 satuan, maka angkatan kerja akan
menurun sebesar 0.000000004160 satuan.

Nilai probabilita pengaruh kerugian bencana terhadap
kemiskinan yaitu sebesar 0.1069 > alpha 0.05, kerugian bencana
berhubungan negative dan tidak berpengaruh signifikan terhadap
kemiskinan. Setiap peningkatan tingkat kerugian bencana sebesar 1
satuan, maka kemiskinan akan menurun sebesar 0.00000000149
satuan.

Dilihat dari nilai R-square yang paling tinggi mempengaruhi
kerugian bencana adalah kemiskinan, dimana pengaruh kerugian
bencanaterhadap kemiskinan adalah 0.99 atau 99 persen variasi naik
turunnya kemiskinan dipengaruhi oleh kerugian bencana sedangkan
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sisanya depingaruhi oleh variabel lain diluar model.

2. Kagjian untuk melihat bagaimana pengaruh langsung dan
tidak langsung kerugian bencana terhadap angkatan kerja dan
kemiskinan di wilayah Sumatra Bar at

Kerugian bencana = PBikemiskinan + 2 pendapatan+ Bsangkatan kerja +¢&

Untuk melihat bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung
kerugian bencana terhadap angkatan kerja dan kemiskinan di
wilayah Sumatra Barat dengan menggunakan metode Sruktural
Equation Model - Partial Least Squares (SEM - PLS). Metode SEM
— PLS mampu menjelaskan pengaruh variabel kerugian bencana
terhadap variabel angkatan kerja dan kemiskinan dengan pendapatan
perkapita sebagai variabel intervening. Hasil olahan data
berdasarkan uji inner model ditemukan seperti gambar berikut :

Gambar 2.Hasil Pengujian Signifikan
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Tabel 5.Path Coefficients M odel Pendlitian

Path Coefficients

Mean, STDEV, T-Values, P- Values

Originad | Sample | Standard | T P
Sample Mean Deviasi Statistics | Values
Income Perkapita -.0405 -0.404 0.118 3.446 0.001
=> Kemiskinan
Income Perkapita -0.174 -0.186 0.157 1.107 0.269
=> angkatan kerja
Kerugian Bencana -0.305 0.-305 0.065 4.670 0.000
=> |ncome
Perkapita

32




Kerugian Bencana 0.145 0.151 0.063 2.301 0.002
=> Kemiskinan

Kerugian Bencana 0.137 0.144 0.055 2.496 0.013
=> Angkatan

Kerja

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan hasil olahan data diatas dapat disimpulkan
bahwa, pendapatan perkapita berpengaruh langsung terhadap
kemiskinan dengan koefisien sebesar -0.405 dengan P value kecil
dari alpha 0.05 yaitu sebesar 0.001. Sedangkan pendapatan tidak
berpengaruh langsung terhadap angkatan kerja karena nilai P value
besar dari apha 0.05 yaitu sebesar 0.269 dan nilai t-statistik kecil
dari t-tabel yaitu 1.107 < 1.96 dengan koefisien -0.174.

Pada variabel kerugian bencana berpengaruh langsung
terhadap pendapatan perkapita, kemiskinan dan angkatan kerja.
Dimana nilai P valuenya < dari alpha 0.05, kerugian bencana
berpengaruh langsung dengan pendapatan perkapita dengan
signifikan P value kecil dari alpha0.05 yaitu 0.000 dengan koefisien
-0.305. kerugian bencana berpengaruh langsung terhadap
kemiskinan dengan signifikan P value kecil dari alpha 0.05 yaitu
sebesar 0.022 dan nilai koefisien 0.145. Sedangkan untuk melihat
pengaruh secaratidak langsung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 6. Path Coefficients Model Pendlitian

Specific Indirect Effects

Mean, STDEV, T-Values, P- Values

Original | Sample | Standard | T P
Sample Mean Deviasi Statistics | Values
Kerugian Bencana=> 0.124 0.124 0.046 2.668 0.008
pendapatan Perkapita
=> Kemiskinan
Kerugian Bencana=> 0.053 0.057 0.051 1.049 0.295
Pendapatan perkapita
=> angkatan kerja

Hasil olahan data

Dimana kerugian bencana berpengaruh tidak langsung
terhadap kemiskinan lewat pendapatan perkapita dengan P value
kecil dari alpha 0.05 yaitu 0.008 dengan koefisien 0.124. Sedangkan
kerugian bencana tidak berpegharuh tidak langsung terhada
angkatan kerjalewat pendapatan perkapita, akrena P value besar dari
alpha 0.295.
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Gambar 3. Hasil Pengujian R-sgaure

Hasil olahan data

Berdasarkan nilai R-square kemiskinan memiliki pengaruh yang
tinggi dalam mempengaruhi kerugian bencana yaitu sebesar 0.22
atau 22.2 persen. Sedangkan R-square variabel pendapatan perkapita
dan kemiskinan kecil yaitu berada di bawah 10 persen atau sebesar
0.96 dan 0.06.

1. Kajian kualitas lingkungan hidup

Sumatera Barat merupakan daerah merupakan daerah dengan
resiko bencana yang termasuk tinggi. Bencana yang terjadi di
Sumatera Barat |ebih cenderung bencana yang melibatkan manusia
dalam aktivitas sehari-hari, kgadian bencana tahun 2000-2019
mempelihatkan bahwa 50% merupakan bencana karena banjir, dan
sisanya berupa banjir dan tanah longsor sebesar 34% , dimana 16%
lainnya merupakan kategori bencana gunung meletus dan air pasang
dan lainnya. Sumatera Barat memiliki tingkat kerugian ekonomi
yang tinggi diantara propinsi lain di Indonesia Brock dan Taylor
(2004).. Namun kualitas lingkungan untuk propinsi Sumatera Barat
justru memperlihatkan hal yang berbeda, dimana terlihat Sumatera
Barat memiliki indeks kualitas lingkungan yang tinggi diatas indeks
nasional nasiona sebesar 68,16 sementara nilai indeks nasional
66,46.

Aktivitas manusiaikut memperburuk kondisi lingkungan ini,
seperti perambahan hutan untuk perkebunan dan permukiman atau
aktivitas pembangunan yang mempengaruhi ekosistem dan ekologi
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di daerah penyangga Brock dan Taylor (2004).. Banyaknya alih
fungss lahan sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi
mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan berupa
bencana.

Model kajian indikator ekonomi menemukan bahwa banyak

bencana secara signifikant dipengaruhi oleh pendapatan, jumlah
industri dan kemiskinan sementara variabel ekonomi lainnya dalam
model tidak berpengaruh signifikant. Model kajian nila kerugian
bencana ditemukan secara signifikan oleh variabel pendapatan
perkapita dan kemiskinan. Maka untuk memperkuat kajian ini
didukung oleh hasil temuan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh
terhadap kerugian bencana dan turut ditentukan oleh tingkat
pendapatan, namun angkatan kerja tidak menentukan dampak
kerugian bencana pada kemiskinan .
Maka dari kajian ini ditemukan bahwa bencana yang terjadi sebagai
indikator rendahnya kualitas lingkungan secara konsisten pada tiga
model diatas bahwa kemiskinan dan pendapatan mempengaruhi
tingkat bencana, namun kerugian akibat bencana juga memberi
dampak yang signifikant pada tingkat kemiskinan dan pendapatan
dibanding variabel ekonomi lainnya.

2. Metode penilai kinerja pembangunan ekonomi dan kualitas
lingkungan

Rekomendasi kebijakan Pemerintah dalam dalam mengkaji
pelaksanaan pembangunan ekonomi dan lingkungan :

kebijakan pemerintah dalam peneragpan ekonomi berwawasan
lingkungan (TKT), kajian faktor penentu kualitas lingkungan dan
dampak bencana.

Dari hasil kagian di temukan bahwa variabel ekonomi yang
sangat berhubungan erat dengan kualitas lingkungan adalah tingkat
pendapatan dan kemiskinan. Variabel ini menjadi variabel penyebab
banyaknya bencana dan akibat dari kerugian bencana dengan tingkat
siginifikant yang tinggi. Selanjutnya di dukung juga oleh variabel
jumlah industri sementara variabel indikator ekonomi lain kurang
berpengaruh.

Dampak bencana alam memiliki pengaruh yang besar
terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Kerugian
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bencana alam sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana
akibat bencana adam mereka kehilangan pekerjaan sehingga
pendapatan mereka menjadi berkurang. Selain penduduk miskin ,
kerugian bencanajuga berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu
negara, dimana akibat kerugian bencana perekonomian suatu negara
menjadi lumpuh.

Dampak bencana geologis memberikan pengaruh positif yang
signifikan dan bertindak sebagai pengaruh dominan terhadap kerentanan
kemiskinan rumah tangga petani (Xu et al., 2017).Hasil yang ditemukan
pada penelitian ini sgjaan dengan penelitian (Adeagbo, Daramola, Carim-
Sanni, Akujobi, & Ukpong, 2016) mengkaji dampak bencana aam
terhadap mata pencaharian rumah tangga, aset mereka dan aspek
kesg ahteraan lainnya di Nigeria dan penelitian ini menemukan bahwa
bencana aam berpengaruh ada kondis ekonomi dan kesejahteraan rumah
tangga.

Untuk itu pemerintah perlu membuat perencanaan yang
matang tentang bagaimana menghadapi dampak kerugian bencana.
Pemerintah dalam kebijakan lingkungan sebaiknya memperhatikan
bagaimana tingkat pendapatan dan kemiskinan, harus ada kebijakan
yang bersinergi dengan lembaga pemerintahan yang terkait
bagaimana tingkat pendapatan dan kemiskinan bisa diperbaiki
sehingga bisa berdampak positif pada lingkungan. Kebijakan
lingkungan tidak hanya bersifat teknis dan program yang tidak
menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat, kebijakan lingkungan
harus memperhatikan bagaimana pendapatan mayarakat setempat.
Industri dalam pengembangan nya harus di sertai dengan peraturan
yang tegas dalam hal eksploitasi sumber daya alam, limbah dan alih
fungsi lahan.

Perlu di lakukan kajian bagaimana kebijakan pembangunan
untuk lingkungan dan pertumbuhan ekonomi sgaan. Mengear
tingkat pertumbuhan ekonomi dengan indikator perdapatan
percapita seharusnya tidak mengorbankan lingkungan. Pemerintah
dalam pembangunan ekonomi perlu mengkaji bagaimana angkatan
kerja yang ada bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan
membuka lapangan pekerjaan, memperbaiki pendidikan ,memberi
fasilitas produksi dan pendidikan tentang lingkungan serta
penegakan hukum lingkungan yang tegas perlu dilakukan.
Kebijakan ekonomi dengan melakukan kajian melalui model
ekonomi yang bisa diukur, sehingga dampak masing-masing
kebijakan terukur dan bisa dievaluasi.

Prediks dini dan mitigasi bencana yang kurang baik turut
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menentukan besarnya tingkat kerugian bencana yang ditanggung.
Kondisi ini di pertegas dengan penelitian bencana di malaysia ,
kurangnya sistem prediksi dan peringatan untuk bencana di negara
ini menciptakan kepanikan dan kekhawatiran di antarawarga negara
bersama dengan kerugian ekonomi dan properti (Mohamad Ghozali
Hassan, Che AzlanTaib, Muslim Akanmu, 2018).

Kearifan budaya lokal dalam menghindari dampak bencana
dan bagaimana masyarakat bisabertahan dari dampak bencana. perlu
dikembangkan bidang kesiapsiagaan bencana alam untuk mengubah
pengetahuan adatnya menjadi berkelanjutan (Ha, 2018). Kearifan
lokal merupakan kekayaan budaya lokal yang melembaga
seharusnya mampu menjadi kekuatan untuk mengurangi kerugian
bencana yang terjadi. Masyarakat lokal telah memiliki budaya
memanfaatan sumberdaya dengan menjaga kelestarian alam dan
membaca tanda tanda alam sebagai pertanda bencana.

Selain kebijakan program pengurangan dampak bencana, perintah
sebaiknya juga memperhatikan aspek lain yang juga berada pada
masyarakat berupa kekuatan sosial budaya yang sudah ada yang mampu
menjadi kekuatan mitigasi bencana. Kekuatan sosial budaya yang ada
seperti memanfaatan sumberdaya lingkungan, budaya penghormatan pada
kekuatan lingkungan. Ditemukan bahwa rumah tangga yang mengadopsi
strategi mangjemen risiko iklim memiliki tingkat pendapatan yang lebih
tinggi (Rahut & Ali, 2017). Bidang kesiapsiagaan bencana alam perlu
mengubah pengetahuan adatnya menjadi tindakan berkelanjutan (Ha,
2018).

) Maka diharapkan dalam penanganan bencana pemerintah

mempunyai program yang jelas dan terukur agar dampak yang dialami
masyarakat bisa diminimumkan. Kebijakan berupa skema asuransi dengan
dana pemerintah guna memastikan pemulihan yang cepat dari dampak
bencana alam untuk semua kategori orang (Adeagbo et a., 2016).
Maka kebutuhan akan model prediktif untuk terjadinya bencana
alam longsor sangat penting untuk keselamatan jiwa dan
perlindungan lingkungan dan ekonomi wilayah tersebut (Mohamad
Ghozali Hassan, Che AzlanTaib, Muslim Akanmu, 2018)
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BAB 5
KAJIAN TEORI KONSEP EKONOMI HIJAU

5.1.Krisislingkungan dan Pentingnya Ekonomi Hijau

Proses pembangunan ekonomi seringkali hanya menjadikan
pertumbuhan ekonomi sebagali target bukan sebagai indikator
pembangunan, sehingga efek dari proses pencapaian target tersebut
terkadang mengabaikan efek negative yang ditimbulkan selama
proses pencapaian tujuan.

Bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi tdah membawa
kerusakan lingkungan yang tidak bisa dihitung seperti gobal
warming. Aktifitas manusia sering merusak lingkungan dan
menguras sumber daya. Krisis lingkungan merupakan salah satu
efek negative dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini
terjadi karena adanya keterbatasan natural resources.

Kapasitas bumi yang terbatas seharusnya menjadi etik untuk
memotivasi masyarakat dan pemerintah untuk berubah peduli
lingkungan (Tucker & Gring, 2001). Maka konsep pembangunan
ekonomi dengan dasar green economic menjadi penting.

Saat ini masalah yang sangat mengemuka adalah masalah
meningkatnya perubahan iklim. Sebagaimana diamanatkan oleh
Copenhagen Accord, Indonesia teah berkomitmen untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26%-41% pada tahun
2020 di pittsburg tahun 2009. Dan dipertegas dengan komitmen
Indonesia tahun 2010 di Bali dimana presiden menyerukan
pentingnya pertumbuhan ekonomi yang disertal pemerataan (growth
with Equity) dengan menjalankan 10 arahan, salah satunya adalah
perkuat ekonomi dengan green economy. Kerentanan Indonesia
terhadap perubahan iklim, menjadikan Indonesia sebagai negara
yang memiliki resiko yang tinggi didunia. Kerugian tahunan sebesar
6,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana dilaporkan
Asean Development Bank (ADB). Saat ini Indonesia tengah
melakukan langkah yang konkrit dan penting menuju penerapan
ekonomi hijau. Dimanainti dari prinsip ekonomi hijau telah menjadi
rencana pengembangan nasiona jangka panjang. Yaitu UU
no.32/2009, Mengenai Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan
yang merupakan strategi dalam mencapa tujuan ekonomi hijau
dengan menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapal
pengelolaan lingkungan yang aman tanpa mengorbankan
pertumbuhan ekonomi dan secara konkritnya target nasiona
pengurangan emisi COZadaIgQ dengan melalui rencana Aks



Nasional

Akan tetapi tantangan yang sangat besar masih ada,
pemerintah Indonesia masih  menghabiskan sgjumlah  besar
anggarannya untuk subsidi bahan bakar dan listrik walau Indonesia
dengan target pengurangan emisinya pada tahun 2020, dianggap
negara berkembang yang paling maju dalam komitmen mengurangi
emis

Green economic merupakan pelindung dari efek kapitalis
berupa efek sistemik dari ketidakadilan dan masalah buruk
lingkungan (Morrissey, 2012).Diketahui bahwa jika hanya 5% sgja
dari penduduk bumi mengkonsumsi 25% sumber energy, maka hal
ini akan membutuhkan jaminan kemampuan negara untuk
mengembangkan sumber daya alamnya (Bran & loan, 2012).
Permasalahan ini diperkuat oleh temuan bahwa diperkirakan tahun
2030 hanya 30% kota yang peduli terhadap lingkungan kota dan
80% gas emisi rumah kacaadal ah dari wilayah perkotaan(Morrissey,
2012). Karena diperkirakan setengah populasi dunia tinggd
diperkotaan yang lebih banyak menggunakan sumber daya dan
menghasilkan limbah, lebih banyak gas emisi buangan rumah kaca
serta pengurangan lahan tanam yang merupakan penyebab dari
perubahan cuaca global.

Sementara menurut UNEP jika suatu negara menerapkan
konsep green economi pendapatan percapita dunia bisa lebih tinggi
hampir 16% dengan meningkatkan berbagai indikator lingkungan

Beberapa langkah telah dilakukan antara lain dibawah
protokol Kyoto ditetapkan mekanisme pembangunan bersih tahun
1997, dimana 37 negara berkomitmen untuk tingkat maksimum
emisi gas rumah kaca pada periode komitmen pertama tahun 2008-
2012, diperkirakan sekitar 75 persen pengurangan gas rumah kaca
dicapai,namun juga telah diimbangi dengan peningkatan emisi di
negara-negaralain (Newell, Pizer, & Raimi, 2013).

Berikut ini beberapa faktor kerusakan lingkungan :
1. Depletion sumberdaya yang tidak terbarukan.

2. Kesenjangan Pendapatan.
3. Kemiskinan.
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Kualitas lingkungan
. berhubungan dengan penurunan emisi
Mpolus  olen akumulasi  kapital
produktif. Pada tahap awal, akumulasi
kapital produktif didorong oleh
kebijakan politik. Kualitas lingkungan
R — —“menurun sgaan dengan emis

lingkungan (Saito & Y akita,2008).

Maka krisis pertumbuhan lingkungan harus diimbangi dengan
kepedulian manusia (behaviour). Krisis lingkungan tidak hanya
butuh perubahan

dalam kebijakan publik tapi juga perubahan sikap individu. Human
being dan natural world menentukan kualitas dari lingkungan
(Tucker & Gring,2001).

Untuk itu masyarakat dengan tingkah lakunya bisa
mengadopsi green teknologi yang didasarkan pada inovasi. Maka
diperlukan peningkatan research yang konsent pada human brain,
seperti di utarakan oleh (Rickocsai,2012)

Namun menurut (Popescu and Zamfir (2002), tidak ada
definisi “bagaimana pola yang menjadi lebih baik” ketika suatu
perusahaan atau produk menklaim sudah menjadi ekological, karena
sering ketika mereka memperkenalkan produk ekologi ditanggapi
skeptis oleh konsumen, jadi diketahui disini bahwa merubah
oreintasi konsumen sangat sulit. Hal diduga karena membawa
konsekuensi mereka harus bayar |ebih dibandingkan produk lainnya
(Roper, 2007). Dan diperkuat oleh temuan lainnya dimana
ditemukan bahwa 42% konsumen tidak percaya ekological produk
berfungs untuk konservas lingkungan (Hanas,2007). Dari data
diketahui bahwa hanya 12% penduduk AS yang menggunakan
produk ramah lingkungan dan 68% lainnya cuma kadang-kadang.

Tetapi walaupun hal ini sulit dilakukan, ditemukan juga
bahwa perusahaan yang memperluas produk ramah lingkungan
justru dalam variasi pasar mengalami peningkatan profit dan
keuntungan dalam persaingan dibandingkan dengan perusahaan lain
yang tidak ramah lingkungan

Disisi lain tidak semua negara mampu berbuat menjadi lebih
green Kkhususnya dalam hal ekonomi, dimana negara- negara
berkembang tidak dapat menetapkan kebijakan yang efisien, mereka
hanya dapat memperoleh manfaat dari bantuan internasiona yang
mendirikan lembaga lingkungan yang efektif, seperti yang
dikemukan dalam model politizlfo—ekonomi (John & Manuelli, 1995)




.Stokey (1998) juga mengansumsikan bahwa negara miskin hanya
menggunakan teknologi kotor, namun setelah melewati titik tertentu
baru bisa beralih ke metode bersih.

Hal ini karena pelaku ekonomi dipahami berprilaku tanpa
memperhitungkan nilai dari sumber daya alam dan tidak ada yang
memiliki insentif untuk melestarikan atau mengmbalikan kondisi
lingkungan.

Kondis pencapaian di Indonesia sendiri, meskipun kegiatan
ekonomi hijau telah ada di Indonesia, efektifitasnya dalam mencapai
sasaran yang dapat diukur terhadap perekonomian atau kerusakan
yang telah dilakukan jarang dilakukan dan dirasskan masih
terbatasnya literature dan penelitian yang membahas konsep
pembangunan berwawasan lingkungan.

Pengembangan ekonomi makro saat ini masih jauh dari
konsep hijau. Hal tersebut terjadi karena adanya pengembangan
ekonomi selama ini mengabaikan keberlanjutan. Di sadari bahwa
pembiayaan ekonomi hijau adalah suatu isu yang besar maka kita
memerlukan pergeseran sumber daya keuangan. Undang-undang no
32/2009 berpotensi menggeser paradigma makroekonomi karena
undang-undang tersebut dengan tegas menyebutkan bagaimana isu
lingkungan perlu untuk terintegrass dengan managemen
ekonomi.Dan dipertegas dengan peraturan presiden no 16 tahun
2012 tentang RUPM, tertuang dalam RUPM bahwa arah kebijakan
Pengembangan Penanaman Moda harus menuju program
pengembangan ekonomi hijau (green economy) target pembangunan
ekonomi harus sgjaan dengan isu dan tujuan- tujuan pembangunan
lingkungan hidup.

Green economic memerlukan upaya terpadu, berakar pada
kebijakan yang sehat dan insentif yang berani untuk mengarahkan
pasar energi kearah yang lebih berkelanjutan, bersih dan terbarukan
sumber daya. Untuk pembangkit listrik masyarakat daerah terpencil
atau yang mengandalkan batubara untuk energi murah atau untuk
pekerjaan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari diversifikas ini
dan mengambil kepemilikan energi terbarukan yang bersih. Dan
beberapa hasil pendlitian di AS dan jermanmenemukan bahwa
industri dumber daya terbarukan yang dikembangkan bisa
memberikan hasil yang jauh lebih baik dari segi fiskal.

Bisadipahami bahwa konsep green economic menjadi sangat
penting, namun dalam prateknya mendapatkan kesulitan dari
masyarakat dan pemerintah yang bersangkutan. Karena terjadinya

perubahan mind set dan kebijakan dasar dalam pembangunan
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ekonomi dengan memahami pentingnya pelaksanaan green
economic sebaga upaya pelestarian sumber daya dan pencapaian
pembangunan berkelanjutan.

5.2.Teori Ekonomi Menuju Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan dari human
evolution dengan adanya keterbatasan natural resources yang
dibutuhkan diserta dengan pertumbuhan populasi. Sehingga
diharapkan terciptanya stady state antara sumber daya dan
lingkungan untuk jangka Panjang (Bran & loan,2012).

Ha ini menimbulkan upaya melindungi sumber daya dan
membatasi ratio pemakaian. Untuk itu perlu perubahan mendasar
dalam ekonomi untuk mengurangi ketimpangan antara negara kaya
dan miskin dengan pendekatan socia politik dan instansi
pemerintahan.

Dimana indikator pembangunan ekonomi saat tidak diiringi
dengan informasi tentang nilai susutnya sumber daya alam (deplesi)
dan kerusakan serta percemaran lingkungan (degrasi). Maka
pendekatan Ekonomi hijau (Green economy approach) dapat
diartikan sebagai suatu model pendekatan pembangunan ekonomi
yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis
eksploitasi sumber daya aam dan lingkungan yang berlebihan.
Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi berbasis
pengetahuan terhadap ecological dan green economic yang
bertujuan menjawab saling ketergantungan antara ekonomi dan
ekosistem serta dampak negatif akibat aktiva ekonomi termasuk
perubahan iklim dan pemanasan global.

Dan secaralebih rinci faktor penting pembangunan ekonomi
adalah ;

Penduduk.

Natural resources.
Produksi industry.
Produksi pertanian.
Polusi.

Point 1 dan 2 memberikan peran positif dalam system
ekonomi yang mendukung pertumbuhan, dan point no 3, 4 dan 5
memberi efek negative pada pembangunan atau membatasi
pembangunan seperti  polusi, kekurangan sumber daya dan
peningkatan kemiskinan.

Sementara menurut United Nation pada General Assembly
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tahun 1985 “pembangunan bearti proses comprehensive eco socia
budaya dan politik guna melanjutkan peningkatan standar hidup
antara populasi dan individu”.Polusi dalam perekonomian tertutup
mempunyai efek berlawanan, mengurangi produktivitas sumber
daya dam dan mendorong nailk harga barang yang diproduksi
disektor ini.

Maka diperlukan adanya model dasar stability dalam
pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengkombinasikan steady state
model dari kebijakan pembangunan untuk membatas keterbatasan
ekologi (Bran & loan, 2012).

Semakin diperkuat, bahwa Green economic growth
dibutunkan untuk mengantisipas perubahan iklim, karena
pertumbuhan ekonomi mengakibatkan efek kerusakan lingkungan
seperti global warning (Winter, 1999). Hal ini juga didukung oleh
pernyataan kuznet yang menyatakan bahwa GNP bukan hal yang
paling penting dalam menentukan ukuran besar suatu negara karena
seharusnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan Quantity dan
kualitas antara short run dan long run .

Namun disis lain diketahui bahwa globalisasi capital
menimbulkan akibat buruk berupa loss habitat dan spesies (Tucker
& Gring, 2001). Dan Marginal benefit dari kualitas lingkungan
berhubungan dengan penambahan pengurangan polusi,diperlukan
dalam pencapaian socia optimum, seperti ditemukan oleh Saito and
Y akita (2008) untuk negarajepang.

Namun hal yang menjadi permasalahan berikutnya adalah
jika biaya kebijakan lingkungan bergeser ke konsumen (dalam
bentuk harga yang lebih tinggi ), makatingkat hargakonsumen akan
naik, hal ini menyiratkan penurunan faktor pengembalian riil
(Goulder,2013). Kondisi ini menimbulkan kegagalan pasar. Maka
perlu suatu model yang komprehensif dalam menetapkan kebijakan
ini, agar efek negatifnya bisa dikurangi.

Biaya yang melekat dalam membangun ekonomi bersih jauh
lebih rendah mengingat ekstrenalitas negatif termasuk lingkungan,
resiko keamanan ekonomi dan politik.

5.3. Perkembangan Teori Pertumbuhan

Perkembangan teori ekonomi pada umumnya dan teori
pertumbuhan pada khususnya tidak terlepas dari situasi dan kondisi
pada masanya yang menuntut pada ahli ekonomi untuk
mengembangkan teori yang lebih relevan dengan perkembangan
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zaman. Misalnya, setelah depresi besar sekitar tahun 1930-an,
banyak ahli ekonomi yang mempertanyakan kembali ekonomi
laissez faire. Kebijakan yang diambil pemerintah berdasarkan teori
ekonomi yang ada saat itu tidak mampu menahan | aju pengangguran,
penurunan produks dan merosotnya harga saham.

Beberapa dekade sebelumnya, Karl Mark dengan Das
Kapitalnya mengkritik kapitalisme Adam Smith yang tidak
memperhatikan nilai-nilai sosial dalam teori ekonominya. Meskipun
sangat dipengaruhi filosofi materiaisme Hegel, Mark sangat
mengecam adanya kesenjangan sosial antara kaum kapitalis dan
buruh. Mark sangatlah berjasa membuat para ekonom kapitalis
mulai  berpikir untuk memperbaiki kekurangan sistem ekonomi
kapitalis. Hal ini terlihat dari banyaknya kutipan pemikiran Mark
pada publikasi-publikasi ekonom kapitalis.

Perlu untuk dikemukakan bahwa perkembangan teori
pertumbuhan, sama seperti teori ilmu sosia lainnya, sangatlah
dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat itu. Teori ekonomi dituntun
untuk dapat menyelesaikan permasalah yang ada. Banyak ekonom
yang tergoda dengan apa yang disebut "kejahatan Ricardian”, yang
secara sederhana dijelaskan sebagai pemisahan kronis antara teori
dan sgjarah (Skousen, 2001).

Berikutnya,Robert J. Barro dalam bukunya Economics
Growth mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fokus
utama studi makroekonomi saat ini. Barro menyatakan bahwa jika
kita ingin mengetahui kenapa perbedaan standar hidup negara-
negara sangat besar maka kita harus mengerti mengapa negara-
negara tersebut mengalami divergens yang tgjam dalam lgu
pertumbuhan jangka panjangnya. Perbedaan yang kecil dalam Igju
pertumbuhan jika terakumulasi akan memberikan efek besar pada
standar hidup (Barro & Sala-i- Martin, 1995).

Sgarah teori pertumbuhaan ekonomi itu sendiri, menurut
Barro, dimulai dari artikel klasik Ramsey, A Mathematical Theory
of Saving, yang disebut oleh Keynes sebagal karya yang luar biasa.
Seberapa banyak yang harus ditabung oleh sebuah negara dari
pendapatannya adalah pertanyaan yang ditulis Ramsey diawal
artikelnya (Ramsey, 1928). Dengan latar belakang sebagai
matematikawan, Ramsey merumuskan jawaban dengan kalkulus.
Secaraimplisit pertanyaan tersebut juga mencerminkan optimalisasi.
Oleh David Cassdan Tjalling Koopmans, tahun 1965, model Ramsey
dimodifikas sehingga lebih sesuai dengan model pertumbuhan

neoklasik.
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Juga di tahun 1928, Charles W Cobb dan Paul H. Douglas
mempublikasikan sebuah teori yang dikenal dengan Cobb-Douglas
Production Function (Cobb & Douglas,1928), yang disebut Solow
“property’nyatak perlu dikomentari lagi.

Berikutnya John Maynard Keynes, menulis sebuah karya, A
treatise on probability, yang berisi kritik terhadap theory probabilitas
klasik, memiliki andil besar dalam perkembangan ilmu ekonomi
sekarang ini(Keynes, 1921). Keynes yang mengawali karirnya
sebagai seorang matematikawan di Cambridge, pada tahun 1936,
menulis karya fenomenal dibidang ekonomi, A General Theory of
Employment, interest and money. Pada Bab 16, Keynesmemandang
perlunya negara untuk masuk sebagai faktor penyeimbang untuk
menjaga agar pertumbuhan kapital, seperti saat mencapai titik jenuh,
tidak akan membebani standar hidup generasi sekarang
(Keynes,1936).

Lebih lanjut Keynes, pada bab 18, mengemukakan bahwa
untuk mencapal kondisi stabilitas khususnya dalan kondis
peningkatan pengangguran yang progresif, pemerintah biasanya
terpaksa menyediakan dana dari pinjaman untuk membebaskan
masyarakat dari beban ekonomi.

Pemikiran Keynes yang banyak dipengaruhi oleh Alfred
Marshal, terlihat dari banyaknya pembahasan tentang teori-teori
Marshal dalam tulisannya, dan juga Marsha mensponsori Keynes
untuk terjun kelapangan ekonomi, sehingga pada awanya Keynes
dipandang beraliran neoklasik.

Namun berbeda dari kebanyakan ekonom neoklasik
sebelumnya, Keynes berpendapat bahwa pemerintah perlu
melakukan intervensi agar sustainable keseimbangan pasar tetap
terjaga.

Pengembangan Generad Teori Keynes oleh Keynesian,
khususnya dalam bidang finansiad kemudian, memperlihatkan
bahwa sesungguhnya pandangan Keynes berbeda dengan ekonom
beraliran neoklasik.

Jka Cambridge punya Keynes maka, Harvard punya
Schumpeter. Joseph A. Schumpeter lahir pada tahun yang sama
dengan Keynes, 1883. Sebelum Pindah ke Amerika tahun 1932,
Shumpeter bekerja sebagai dosen di beberapa universitas di Austria
dan Jerman. Pada tahun 1934, Shumpeter mempublikasikannya
karyanya Theory of Economic Development yang merupakan edisi
berbahasa inggris dari karyanya pada tahun 1911. Schumpeter
merupakan kritikus paling pedzg terhadap karya-karya Keynes, dan



Keynes pun tak kalah pedasnya dalam menanggapi. Meskipun
demikian, dapat dibaca dari karya-karyanya, mereka sepakat atas
beberapa aspek ekonomi. Pandangan mereka terhadap makro
finansial begitu selaras dan mereka sama-sama berpendapat bahwa
uang, kredit, tingkat suku bunga merupakan hal penting dalam
ekonomi. Keduanya sama-sama melakukan studi hubungan antara
simpanan dan belanja dadam level makro, dan berusaha
menempatkan uang pada apa yang disebut Schumpeter “Lantai
dasar” ekonomi (Earley,1993).

Dari karya-karyanya dibidang sosiologi seperti Social
Classes 1919, Imperiadism 1927, Capitaism, Sosiaism and
Democracy 1942, dapat dipahami bahwa Schumpeter memiliki
wawasan yang lebih luas yang mendasari pemikiran ekonominya
(Earley,1993).

Sebenarnya Keynes juga menunjukkan intelektualitasnya
dibidang sosia sainslain, namun Keynes tidak memiliki kepedulian
untuk mengintegrasikan ilmu ekonomi dengan ilmu “moral” lainnya
(Earley,1993). Maka sangatlah mudah untuk dipahami bagaimana
pemikiran ekonomi Keynes berbelok dari dari arus-utama aliran
neoklasik.

Sementara Schumpeter ingin mengintegrasikan teori umum
perubahan sosial kedalam teori ekonomi dengan tetap berada pada
sis kapitalism Smith, tidak seperti Marx yang mengkritik habis
kapitalisme.

Prof Hagemann dari universitas Hohenheim, Stuttgart-
Jermanmenjelaskan bahwa teori ekonomi dinamik Schumpeter
berhubungan dengan perubahan data dari sebuah sistem statis atau
penghancuran sistem aliran melingkar dengan membawa kombinasi
baru. Pentingnya Inovasi dan Kredit merupakan ha yang paling
mendasar dalam teori ekonomi dinamis Shumpeter. Hagemann juga
menekankan bahwa yang baru dalam teori Schumpeter bukan sosok
pionir enterpreneur (inovator) atau pentingnya kredit Bank dalam
pembangunan ekonomi, tapi ide destruktif kreatif dari inovasi dan
pemahaman bahwa kredit bank perlu sebagai awalan sebuah inovas
dan pondasi bagai enterprise baru (Hagemann, 2013).

Hagemann berpendapat bahwa teori pembangunan ekonomi
Schumpeter didedikasikan pada permasalahan bussiness cycle dan
menganalisa bussiness cycle “berarti kurang lebih menganalisa
proses ekonomi di era kapitais (Schumpeter,1939, p.V)”
(Hagemann, 2013).
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Schumpeter membedakan atas empat fasa fluktuasi
ekonomi; prosperity, resesi, depress dan recovery dan
menggambarkan superposisi dari  tiga skema cycle yakni
Kondratieff, Juglar dan Kitchin Cycle (Schumpeter, 1939).
Schumpeter memahami  bahwa pattern (teori) pertumbuhan
ekonomi dalam model klasik lebih bersifat stationary, dan
membedakan antara dinamik dengan teori pertumbuhan. Walaupun
dalam perkembangannya sekarang dinamik diidentifikasikan
dengan pertumbuhan. “Teori statik (neoklasik) tidak akan
berkembang penuh tanpa skema dinamik yang eksplisit”(
Schumpeter, 1954).

Ditahun 1939, Sir Henry Roy Forbes Harrod mengel uarkan
sebuah model pertumbuhan yang dikenal dengan model
pertumbuhan Harrod-Domar. Harrod juga menulis buku,
International Economics, yang menjadi texbook pada masa itu.
Evsey Domar secara terpisah mengembangkan model yang sgjenis
tahun 1946.

Dalam tulisannya Harrod mengemukakan tiga proposisi
yakni (Harrod, 1939);

1 tingkat pendapatan komunitas adalah hal terpenting dalam
menentukan suplai

2 tabungan;

3 Lau peningkatan pendapatan komunitas adal ah penentu penting
dalam permintaan tabungan dan

4. permintaan sama dengan penawaran.

Dari proposis yang dikemukakan Harrod terlihat bahwa
parameter tabungan merupakan parameter terpenting. Parameter ini
dapat dengan mudah dikontrol dengan sebuah kebijakan. Selain itu,
baik Harrod maupun Domar sama-sama mencoba menjelaskan
pandangannyaterhadap apa yang disebut Domar “standart keynesian
system”.

Barro menyebut bahwa Harrod dan Domar mencoba
mengintegrasikan analisis keynesian dengan elemen pertumbuhan,
dan menunjukkan kontroversi yang ada dalam model tersebut
(Barror & Sada-i-Martin,1995).

Sementara Solow menyebut bahwa karakteristik luar- biasa
model Harrod-Domar adalah secara konsisten mempelgari ekonomi
jangka panjang dengan tools untuk jangka pendek, namun Solow
juga menunjukkan beberapa kelemahan model Harrod-Domar.

Model Harrod-Domar ini menimbulkan kegairahan panel
47



diskusi para ekonom neoklasik, yang kemudian mengarah pada
munculnya model pertumbuhan yang sekarang banyak dipakai
dalam analisis makro ekonomi, Solow-Swan Model of Growth.

Ditahun 1956, solow mempublikasikan karyanya A
Contribution to the Theory of Economic Growth di edis februari
Quarterly Journa of Economic. Pada tahun yang sama Trefoe Swan
juga mempublikasikan karyanya Economic  Growth and Capital
Accumulation. Model Pertumbuhan yang mereka yang dikenal
sebagai model pertumbuhan Solow-Swan digunakan secara luas
dalam tulisan-tulisan tentang pertumbuhan. Dalam model Solow-
Swan, inovasi teknologi dipandang sebagai variabel eksogen. Solow
menerima hadiah nobel tahun 1987, membuat nama Swan memudar
sehingga mode ini kadang disebut model pertumbuhan Solow sgja.

Pengarun model Harrod-Domar pada model Solow ini
terlihat dalam bagian introduksi A Contribution to the Theory of
Economic Growth, “sebagian paper ini ditujukan pada pertumbuhan
jangka panjang dengan menerima semua asumsi Harrod-Domar
kecuali fixed proportion” (Solow,1956). Fix proportion yang
dimaksud Solow adalah asumsi krusial dimana produksi berada pada
kondisi yang tidak ada kemungkinan mensubstitusi pekerja dengan
kapital. Jika ha ini ditinggalkan maka akan terlihat jelas
keti dakstabilannya.

Solow menyebutkan bahwa karakteristik luar biasa dari
model Harrod-Domar adalah konsistens model menganalisis
permasalahan jangka panjang dengan tools jangka pendek. Harrod
dan Domar membicarakan permasalahan jangka panjang dengan
dengan istilah Multiplier, Accelerator, Capital Coefficient
(Solow,1956) Prinsip akselerasi dan prinsip multiplier dikemukan
oleh Harrod dalam tulisannya, Essay on The Trade Cycle, 1939.
Solow membawa kembali fungsi produksi, yang oleh Harrod
diproses dengan analisis keynesian, ke model neoklasik. Solow pun
menyatakan, “semua yang diatas (yakni rumusan model
pertumbuhan) berada pada sis koin neoklasik”, (Solow,1956).
Solow mengatakan bahwa model yang dikembangkannya adalah
model full employment economic.

Secara umum model solow mengandung 3 variabel vyaitu,
technological change, capital dan labor. Saat ini para ekonom
mencoba mengembangakan model solow dengan melihat pengaruh
salah satu varibel secara mendalam. Dengan kata lain asumsi yang
dibangun adalah dua varibel lainnya diasumsikan konstan.

(Brock & Taylor, 2003)8, misalnya,dalam publikasi mereka



Green Solow Model, membahas pengaruh perkembangan teknol ogi

terhadap nilai polutan, dimana diasumsikan rasio pekerjadan capital

konstan. Saito and Y akita (2008) mencoba menganalisa kebijakan
optimal alokasi pendapatan pemerintah, yakni pajak, menggunakan
model pertumbuhan Solow.

Model Solow merupakan model pertumbuhan eksogen.
Seiring waktu, oleh ekonom neoklasik, model ini terlihat kurang
memuaskan. Faktor-faktor yang menjadi kunci penentu dalam
menjelaskan pertumbuhan jangka panjang, berada di luar model
(eksogen). Berikutnya Model pertumbuhan endogen hadir, Paul
Romer (1986) dan Lucas (1988) adalah salah generasi pertama
ekonom neoklasik yang meletakkan ide dasar Model Pertumbuhan
Endogen. Teori pertumbuhan endogen dapat didefinisikan dengan
dua cara (Robert & Setterfield, 2006), yaitu:

1. Teori pertumbuhan endogen adalah teori dimana Igu
pertumbuhan ditentukan oleh solusi (equilibrium) model itu
sendiri, bukan dengan dimasukkan kedalam model dari luar,
atau

2. Teori dimanateknikal progres secara eksplisit dimodelkan

Ide — ide model endogen, meskipun belum didefinisikan
sebagai model endogen telah ada sebelum pertengahan tahun
1980-an, misalnya; lgu pertumbuhan aktual maupun
equilibrium yang muncul dari solus model-model Harrodian
memenuhi definisi pertama sementaramodel pertumbuhan yang
menggunakan fungs teknikal progres Kador atau hukum
Verdoorn memenuhi kedua definisi diatas.

Nicholas Kaldor adalah seorang ekonom dari
Cambridge. Sebelum mendapatkan profesor dari Cambridge,
Kador menggjar di di London School of Economic. Pada tahun
1957 Kaldor mempublikasikan sebuah essay, A Model of
Economic Growth, di Economic Journa menggunakan
pendekatan dinamik Harrodian dan teknik analisis Keynesian.
Kaldor terkena dengan Kaldor’s Law dan paper Capita
Accumulation and Economic Growth (1961, 1963). Mamgain
(1999) mempresentasikan Hukum Kaldor dalam bentuk formal
sebagai berikut:

1. Hukum Kaldor pertama; Laju pertumbuhan sebuah ekonomi
berhubungan positif dengan lgju pertumbuhan manufaktur
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2. Hukum kedua; peningkatan lgu pertumbuhan output
manufaktur mengarah pada peningkatan produktifitas pekerja
pada sektor tersebut.

3. Hukum ketiga; produktifitas pada sektor non-manufaktur
meningkat seiring meningkatnya lau pertumbuhan output
manufaktur.

Mamgain juga menyatakan bahwa ketiga hukum tersebut
memiliki konsistensi internal dimana pertumbuhan manufaktur
menggerakkan pertumbuhan PDB, Peningkatan jumlah produksi di
sektor manufaktur meningkatkan produktifitas disektor ini yang pada
akhirnya meningkatkan produktifitas disektor lainnya.

Pada tahun 1961, Nicholas Kador menyatakan apa yang
sekarang terkenal dengan sebutan “stylized” fact. Kaldor
menggunakan fakta ini untuk merangkum analisis para ekonom
tentang proses pertumbuhan ekonomi dan menggunakannya sebagai
kerangka berfikir untuk riset selanjutnya. Jones and Romer (2009)
menyatakan kembali stylized fact Kaldor sebagai berikut:

1 Produktifitas pekerja tumbuh pada sebuah tingkat yang stabil
(sustained)

2 Kapita fisik per pekerjajuga tumbuh pada sebuah tingkat yang
sustain

3 Tingkat suku bungariil atau tingkat pengembalian kapital telah
stabil

4. Rasio kapital fisik terhadap pekerjajuga stabil

5 Kapital dan pekerja memperoleh pembagian yang sama dalam
pendapatan nasional.

6. Diantara negar-negara yang berkembang cepat, ada variasi yang
dapat di apresiasi dalam lgju pertumbuhannya, pada kisaran
antara 2 sampai 5 persen.

Penting untuk dikemukakan bahwa Kaldor sendiri memiliki
ekspektasi yang tinggi terhadap model pertumbuhan neoklasik yang
awanya dikemukakan oleh Solow dan Swan. Model tersebut dapat
menjelaskan limafakta Kaldor. Ini merupakan salah satu pencapaian
besar dari teori pertumbuhan neoklasik Jones and Romer (2009).

Oleh Jones dan Romer Fakta yang dikemukan Kaldor
mereka formulasikan dalam bentuk yang lebih sesuai dengan kondisi
sekarang. M ereka mengemukakan fakta sebagai berikut:

1 Peningkatan dalam jangkauan pasar. Peningkatan aliran barang,
ide, finansial dan orang — melalui globalisas maupun urbanisasi
telah meningkatkan jangkauan pasar untuk semua pekerja dan

konsumen
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2 Percepatan Pertumbuhan. Daam ribuan tahun, terjadi
percepatan pertumbuhan populass dan PDB perkapita,
meningkat relatif cepat dalam seratus tahun terakhir.

3 Varas daam lgu pertumbuhan modern. Varias tingkat
pertumbuhan perkapita PDB meningkat dengan jarak garis
depan teknologi.

4. Pendapatan yang besar dan perbedaan TFP (Total Factor
Productivity). Perbedaan dalam input terukur menjelaskan
perbedaan yang besar dalam PDB perkapita.

5 Peningkatan human capital per pekerja. Human capital per
pekerja meningkat secara dramatis diseluruh dunia.

6. Stabilitas jangka panjang upah relatif. Peningkatan jumlah
human capita relatif terhadap pekerja takterampil belum sesual
dengan penurunan berkesinambungan dalam harga relatifnya.

Berikutnya, perkembangan analisa matematis dalam
menyelesaikan persoalan ekonomi juga mengalami kemajuan.
Perhitungan matematis yang semakin berkembang mempercepat
perkembangan teori pertumbuhan. Ketersediaan data yang
dibutuhkan oleh para ekonom dalam beberapa dasawarsa terakhir,
akibat komputerisasi penyimpanan dan pengolahan data, membuat
para ekonom dapat mengembangkan model- model dan menguji
teori-teori mereka secara empiris. Bagi ekonom neoklasik
mathematical tools model membuat mereka dapat menunjukkan
kelemahan-kelemahan teori  ekonomi  yang dikembangkan
keynesian. Model-model yang dikembangkan oleh ekonom
neoklasik diterima secara luas dan menjadi arus- utama dalam
pemikiran ekonomi saat ini.
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BAB VI

BENCANA ALAM INDONESIA

badang, Solok Selatan , Sumatera Barat, 2019 ,Sumber: https://www.topsatu.com/wp-

content/uploads/2019/11/korban-1-e1574773531270.jpg

Bencana menjadi salah satuisu kontemporer dalam pergaulan internasional
yang membutuhkan perhatian khusus, karena dampak yang
ditimbulkannya mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat, baik
berupak korban jiwa, kerugian harta benda, maupun kerusakan lingkungan.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potens bencana
tertinggi di dunia. Bencana dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu
bencana aam, bencana non aam, dan bencana sosid. Indonesia
merupakan negara yang memiliki tiga jenis bencana tersebut (Rahman,
2015). Karena terjadinya bencana di Indonesia tidak terlepas dari faktor
letak geografis Indonesia. Dimana Indonesia terletak pada pertemuan
lempeng tektonik aktif, jalur pegunungan aktif, dan kawasan beriklim
tropis, sehingga menj adikan sebagian wilayahnya rawan terhadap bencana
dam (MahdiaF & Novinato F, 2013)

Indonesia yang memiliki 127 gunung api aktif yang dapat
menimbulkan bencana erupsi sewaktu — waktu. Selain bencana
erups gunung, bencanalain yang terjadi adalah gempa bumi, tanah
longsor, banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan,
abrasi atau gelombang pasan, stunami dan bencanalainnya. Menurut
data yang dihimpun dalam Data
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Informasi Bencana (DBI)-BNPB, terlihat bahwa jumlah bencana
alam yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018
mengalami  peningkatan, dan mengalami penurunan pada tahun
2019. Dimana pada tahun 2018 jumlah bencana alam yang terjadi
sekitar 3398 kali kejadian bencana sedangkan pada tahun 2019
hanya sekitar 2174 kali bencana. Berikut ini grafik jumlah bencana
alam dari tahun 2015 hingga 2019.

Berdasarkan grafik dibawah ini, bencana aam tertinggi
terjadi pada tahun 2018, yang mana bencana yang paling banyak
terjadi di tahun 2018 yaitu puting beliung yang terjadi sebanyak
1.113 kali dari total 3.398 kejadian bencana aam. Dan bencana
banjir terjadi sebanyak 871 kali kejadian.

Grafik 9 Tren Kgadian Bencana 2015 - 2019
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Pada tahun 2019 bencana alam yang terjadi di Indonesia
tercata sebanyak 2.174 kejadian. Provins yang paling banyak
mengalami bencana aam yaitu provinsi Jawa Tengah dan Jawa
Barat, seperti yang tertera pada grafik dibawah ini:
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Grafik 10. Jumlah Kgadian Bencana Alam Tahun 2019
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Dari grafik di atas terlihat bahwa bencana alam paling sering
terjadi di provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 597 kali terjadinya
bencana dan diikuti oleh provinsi Jawa Barat dengan
430 kali terjadinya bencana. Provins yang paling sedikit mengalami
bencana alam yaitu provinsi Kepulauan Riau dengan
2 kali terjadinya bencana. Bencana alam yang paling sering terjadi
di provins Jawa Tengah dan Jawa Barat yaitu tanah longsor dan
puting beliung, sedangkan di provinsi Kepulauan Riau bencanaalam
yang terjadi yaitu puting beliung.
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Berikut ini data rekapitulasi bencana alam padatahun 2019
oleh Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI-BNPB).

Penebangam Hutan secara liar

L i % i i 4 \ £
Sumber: https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_1080/https://rimbakita.com/wp-
content/uploads/2018/10/penebangan-hutan.jpg

esm o= . -
Sumber: https://regional.kompas.com/read/2019/12/06/13372341/solok-selatan- perpanjang-
masa-tanggap-darurat-bencana-banjir-dan-longsor
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Tabel 6.1 Rekapitulas Bencana Alam Di Indonesia Tahun 2019

(L ]

Sumber:BNPD, 2019

Berdasarkan tabel diatas puting beliung merupakan bencana
yang paling sering terjadi, kemudian tanah longsor dan banji.
Tercatat 729 kegadian puting beliung menyebabkan 20 orang
meningga dan hilang. Dan 550 kali tanah longsor yang
menyebabkan 91 orang meninggal dan hilang. Total bencana di
tahun 2019 mencapai 2.174 kali, yang menyebabkan 445 orang
meninggal dan hilang, 1,433 orang luka -luka dan 1 juta orang
terdampak dan mengungsi. Selain dampak terhadap korban, bencana
juga menyebabkan kerusakan. Tercatat 25,146 unit rumah
mengalami  kerusakan (4,057 uni rusak berat, 4,189 unit rusak
sedang, dan 16,900 unit rusak ringan) dan 163,013 unit rumah
terendam. Bencana juga menimbulkan kerusakan pada beberapa
fasilitas yang ada seperti 506 unit fasilitas Pendidikan, 318 unit
fasilitas peribadatan dan 120 unit fasilitas kesehatan. Semua dampak
ini disebabkan oleh bencana puting beliung, tanah longsor, banjir,
kebakaran hutan dan lahan, gempabumi, gelombang pasang/abras,
banjir dan tanah longsor, dan letusan gunung api.

6.1.Jenis Bencana Alam Yang Sering Terjadi Di Indonesia
Kegadian bencana yang sering terjadi di  Indonesia
dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kelompok
hidrometeorologi dan geologi. Kelompok hidrometeorologi berupa
kejadian bencana banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan
hutan, kekeringan dan cuaca esktrim. Sedangkan kelompok bencana
geologi yang sering terjadi adalah gempa bumi, stunami, letusan
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gunung api dan tanah longsor. Kecenderungan jumlah kejadian
bencana secara total untuk kedua jenis kelompok yang relatif terus
meningkat (BNPB,2015). Berikut ini beberapa jenis kegadian
bencana yang sering terjadi di Indonesia

6.1.1.Gempa Bumi

Secara geografis kepulauan Indonesia terletak pada
pertemuan tiga lempeng aktif dunia yaitu lempeng Eurasia,
Lempeng Samudera Hindia, Benua Australia dan Lempeng
Samudera Pasifik

Sumber : https://www.google.com/search?q=bencana+gempa+padang+20
09&safe=strict&client=firefox-b-

(BNPB,2019)

Pada rangkaian cincin api yang membentang sepanjang lempeng
pasifik yang merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia. Zona
ini memberikan kontribusi sebesar hampir 90% dari kejadian gempa
bumi dan hampir semuanya merupakan gempa besar di dunia
(Kramer, 1996, dalam buku Resiko Bencana Indonesia, 2015).
Proses terjadinya gempa sangat sulit untuk diamati secara langsung,
karena melibatkan interaksi yang kompleks antara materi dan energi
yan terdapat pada sistem sesar aktif di bawah permukaan bumi (RBI-
BNPB, 2015).

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang
disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar
(patahan), aktivitas gunung api, atau runtuhan patahan. Jenis
bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setigp saat dan
berlangsung dalam waktu singkat. Gempa bumi dapat
menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagaianya dalam
sekgjap (BNPB). Berikut ini data terjadinya gempa bumi dalam 5
tahun terakhir menurut DIBI- BNPPB.
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Grafik 11. Data Gempa Bumi Tahun 2015 - 2019
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Sumber : BNPB, 2019

Berdasarkan grafik diatas, pergerakan siklus gempabumi di
Indonesia berfluktuasi, dari tahun 2016 hingga 2018 bencana gempa
bumi meningkat hingga terjadi sebanyak 28 kali selama tahun 2018
dan pada tahun 2019 mengalami penurunan, dimana gempa bumi
hanya terjadi sebanyak 15 kali.

Sepanjang tahun 2018 berdasarkan catatan dari Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) per tanggal 18
Desember 2018, terjadi sebanyak 11.417 gempa. Sebanyak 1.052
gempa bumi dirasakan, 373 kali gempabumi
> 5 SR, 20 kali gempabumi merusak dan 10.365 kali gempa tidak
dirasakan. Gempabumi yang cukup banyak menimbulkan dampak
adalah gempa di provinsi NTB pada 5 agustus 2018 dan gempabumi
di Provins Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018
(BNPB,2019).

Berikut ini data terjadinya gempa bumi di beberapa provinsi
Indonesia pada tahun 2019:
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Grafik 12. Data Jumlah Gempa Bumi Setiap Provinsi Di
Indonesia Tahun 2019
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Sumber:BNPD, 2019

Berdasarkan grafik diatas provinsi yang sering mengalami
gempa bumi pada tahun 2019 adalah provins Sumatra Barat dan
Jawa Barat. Selama ini wilayah Sumatra Barat berdasarkan hasil
studi telah diberitakan akan mengalami gempa besar. Namun para
ahli gempa belum bisa memprediksi kapan tepatnya dan seberapa
besar gempaitu akan terjadi (RBI-BNPB, 2015).

Terkait dengan upaya untuk mengurangi resiko bencana
gempa bumi di Indonesia, langkah pertama yang terpenting untuk
dilakukan adalah melakukan pemetaan risiko bencana gempa bumi
disdluruh wilayah Indonesia. Peta ini diperlukan untuk
mengidentifikasi wilayah — wilayah dengan resiko gempa yang
tinggi. Dengan diketahuinya wilayah — wilayah dengan risiko gempa
bumi yang tinggi, antisipasi untuk mengurangi dampak bencana
yang mungkin timbul di wilayah — wilayah tersebut dapat dilakukan
sedini mungkin.

6.1.2.Banjir

Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang
selau terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bencana banjir terjadi
pada awal, pertengahan maupun akhir musim penghujan . Banjir
menjadi permasalahan rutin yang sering dihadapi oleh warga
masyarakat terutama masyarakat yang tinggal pada wilayah aliran
sungai. Hilangnya kawasan resapan air, aih fungs lahan dan
berubahnya siklus hujan menjadi penyebab banjir sering terjadi.
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Selain itu banjir juga disebabkan oleh kondis alam yang
statis seperti geografis, topografis, dan geometri aur sungai.
Peristiva alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi,
pembendungan dari laut atau pasang pada sungai induk, amblesan
tanah dan pendangkalan akibat sedimentasi, serta aktivitas manusia
yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan dataran banjir yang
tidak sesuai, seperti mendirikan pemukiman di bantaran sungal,
kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan
tanah dan kenailkan muka air laut akibat globa warming (BNPB,
2019). Di Indonesia daerah yang mengalami rawan banjir terdapat
dibeberapa provins yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa
Barat. Berikut ini data provinss yang mengalami bencana banjir
padatahun 2019 :

Grafik 13. Data Banjir Di Setiap Provinsi Di Indonesia Tahun
2019

Jumlah Kejadian (2019) BANJIR

Sumber:BNPD, 2019

Berdasarkan grafik diatas selama tahun 2019, provins jawa
tengah merupakan provins yang paing parah mengalami bencana
banjir, selanjutnya diikuti oleh provinsi jawa timur dan jawa barat.
Dimana provinsi jawa tengah mengalami banjir sebanyak 106 kali,
provinsi jawa timur sebanyak 97 kali dan provins jawa barat
sebanyak 85 kali. Sedangkan provinsi paling sedikit mengalami
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bencana banjir pada tahun 2019 yaitu provins riau, nusa tenggara
timur dan kalimantan utara yaitu sebanyak 1 kali.

Berdasarkan rekapitulas bencanatahun 2019 , bencana yang
paling banyak memakan korban yaitu bencana banjir dimana
sebanyak 325 orang korban meninggal dan hilang, 1,433 orang luka
— luka. Tidak hanya korban jiwa, banjir juga merusak banyak rumah
dan fasilitas umum. Sebanyak 2,200 unit rumah rusak berat, 972 unit
rumah rusak sedang, 5,189 unit rumah rusak ringan, dan 162,865
unit rumah yang terendam. Sedangkan 57 unit fasilitas kesehatan,
231 unit fasilitas peribadatan dan 364 unit fasilitas pendidikan yang
rusak akibat bencana banjir.

Pengurangan risiko bencana banjir merupakan bagian dari
pengelolaan sumber daya air (SDA) yang berbasis wilayah sungai
harus direncanakan dan dilaksanakan dan secara terintegrasi di
dalam suatu wilayah sungai. Oleh karena itu, pengurangan risiko
bencana banjir harus menjadi bagian dari pengelolaan SDA masing-
masing wilayah sungai yang perlu diatur dalam suatu rencana
pengelolaan (Masterplan) suatu wilayah sungai . Strategi dan
kebijakannya harus sgjalan dengan aturan yang ada pada UU. No.
7, Tahun 2004 berupa pencegahan bencana secarafisik dan nonfisik,
penanggulangan bencana, dan pemulihan kondis setelah bencana.
Berbagai strategi fissk dan non-fisk yang diaplikasikan guna
menanggulangi permasalahan banjir dan kekeringan yang berupa
konservas lahan, pembangunan tampungan air (waduk dan
embung), rehabilitas sungai dan pembangunan polder ( RBI-BNPB,
2015).

6.1.3.Tanah L ongsor

Sumber : https://luciafebriarlital7.wordpress.com/2014/02/27/mitigasi- bencana-longsor/

Bencanatanah longsor merupakan gerakan masa batuan  atau
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tanah padasuatu lereng karena pengaruh gaya gravitas.

Tanah longsor yang terjadi di Indonesiaterjadi padatopografi terjal
dengan sudut lereng sekitar 15° - 45° dan pada batuan volkanik lapuk
dengan curah hujan tinggi. Faktor penyebab terjadinya tanah longsor
secara alamiah yakni morfologi permukaan bumi, penggunaan lahan,
litologi, struktur geologi, curah hujan, dan kegempaan. Selain faktor
damiah, juga disebabkan oleh faktor aktivitas manusia yang
mempengaruhi suatu bentang alam, seperti kegiatan
pertanian, pembebanan lereng, pemotongan lereng, dan
penambangan (Rahmadhani & Idgjati, 2017).

Daam beberapa tahun terakhir, intensitas terjadinya bencana
gerakan tanah atau tanah longsor di Indonesia cendrung menurun,
dengan sebaran wilayah bencana semakin luas. Badan Nasiond
Penanggulangan Bencana (2019) mencatat sebanyak 3.114 kejadian
bencana tanah longsor terjadi sepanjang tahun 2015 hingga 2019,
dengan lokasi kejadian tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Bencana tanah longsor terbanyak terjadi pada tahun 2017 sebanyak
848 kali bencana. Hingga tahun 2019 BNPB mencatat bencanatanah
longsor terjadi sebanyak 550 kali. Kgadian bencana tanah longsor
mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2019. Bencana tanah
longsor telah mengakibatkan 91 orang meninggal dan hilang, 93
orang luka— luka dan 5,317 orang menderita dan mengungsi.

Grafik 14. Bencana Tanah Longsor Tahun 2015 - 2019
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Sumber:BNPD, 2019
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Badan Nasiona Penanggulangan Bencana juga mencatat
kejadian bencana tanah longsor terbanyak dijumpai di Propinsi Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Grafik 15. Data Bencana Tanah Longsor Di Setiap Provins Di
Indonesia Tahun 2019
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Dimana kejadian tanah longsor di provins Jawa Tengah

terjadi sebanyak 242 kali keadian, dan provins Jawa Barat
sebanyak 191 kali kejadian. Sedangkan provins yang
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sedikit mengalami kejadian bencana tanah longsor adalah provinsi
Bengkulu, Kalimantan Utara, Sulawes Tengah dan provinsi Papua.

6.1.4.Puting Beliung

Sumber :https://nakita.grid.id/read/02920580/pasca-diguncang- gempa-kamis-168-lombok-kembali-dilanda-bencana-puting-
beliung?page=all

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
melalui Peraturan  Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana menyebutkan bahwa
cuaca ekstrim berkaitan dengan kejadian luar biasa yang berpotensi
menimbulkan bencana, yaitu meliputi  kejadian angin tornado, badai
siklon tropis dan angin puting beliung. Khusus untuk wilayah
Indonesia, BNPB menetapkan cuaca ekstrim hanya angin puting
beliung sgja. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana, angin puting beliung
didefinisikan sebagai angin kencang yang datang secara tiba- tiba,
mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupal  spiral dengan
kecepatan 40-50 km/ jam hingga menyentuh permukaan bumi dan
akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).

Indonesia merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki
kelembaban di atas 75%, hal ini menyebabkan terjadinya
ketidakstabilan massa udara. Letak Negara Indonesia yang
berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia
serta berada di antara Benua Asia dan Benua Australia juga dapat
mempengaruhi terjadinya angin puting beliung disebabkan karena
adanya angin muson barat dan angin muson timur sehingga memicu
terjadinya angin ribut di daratan. Angin ribut atau puting beliung
juga banyak terjadi pada musim pancaroba yaitu transis antara
musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya (Darman 2019).

64



Berikut data bencana alam puting beliung di Indonesia
selama 5 tahun terakhir.

Grafik 16. Jumlah Bencana Puting Beliung Di Indonesia Tahun
2015 - 2019
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Badan Nasional Penangulangan Bencana mencatat bahwa
sdlama tahun 2015 hingga 2019 bencana 64utting beliung
mengalami peningkatan, selama tahun 2015 hingga 2019 tercatata
bencana 64utting beliung terjadi sebanyak 3.963 kali kejadian, yang
tersebar diselurun wilayah Indonesia. Dimana bencana aam
64utting beling paling banyak terjadi pada tahun 2018 dengan
kejadian sebanyak
1.113 kali kgadian. Sementara pada tahun 2019 bencana puting
beliung terjadi sebanyak 729 kali dengan provins yang sering
mengalami bencana 64utting beliung adalah provinsi Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Jawa Timur, seperti yang tertera pada grafik di
bawah ini :
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Grafik 17. Data Bencana Puting Beliung di Setiap Provinsi Di
Indonesia
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Badan Nasional Penangulangan Bencana mencatat selama
tahun 2019 bencana puting beliung telah memakan korban sebanyak
20 orang meninggal, 138 orang luka — luka, dan 22,964 orang
menderita. Tidak hanya memakan korban, bencana puting beliung
juga menimbulkan kerusakan, sebanyak
10.461 unit rumah mengalami rusak, diantaranya 730 unit rumah
rusak berat, 1.229 unit rumah rusak sedang dan 8.502 unit rumah
rusak ringan. Selain itu bencana alam puting beliung juga merusak
berbaga fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, fasilitas
peribadatan dan fasilitas pendidikan. Dimana sebanyak 8 unit
fasilitas kesehatan , 54 unit fasilitas peribadatan dan 56 unit fasilitas
pendidikan yang mengalami kerusakan.
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BAB VII
MANAJEMEN BENCANA

Bencana menurut UU No.24 tahun 2007 dapat di defenisikan
sebagal pristiwa atau rangkaian prisiwa yang mengancam dan
mengagu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan,
baik oleh faktor alam maupun faktor non alam dan fakor manusia
sehingggaa mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusan
lingkunngan, kerugian harta benda, dan dampak pisikologi.

Bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya
peristiwva atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard)
dan kerentanan (vulnerability) masyarakat. Bila terjadi hazard,
tetapi masyarakat tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat
mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu, Sementara bila
kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang
mengancam makatidak akan terjadi bencana(Purnama, 2017). Suatu
bencana dapat dirumuskan sebagai berikut (Purnama, 2017);

Dimana:
Resiko bencana yang dimaksut adalah kemungkinan dampak
yang merugikan yang diakibatkan oleh hazard dan/atau
vulnerability
Bahaya yang dimaksut adalah fenomena alam yang luar biasa
yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia,
kehilangan harta-benda, kehilangan mata pencaharian,
kerusakan lingkungan. Misal : tanah longsor, banjir, gempa-
bumi, letusan gunung api, kebakaran dl|
K epadatan penduduk yang dimaksut yaitu jumlah penuduk yang
berada di lokasi bencana
Keretaan yang dimaksut adalah keadaan atau kondisi yang dapat
mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri
untuk menghadapi bahaya atau ancaman bencana
Kapasitas yang dimaksut adalah kemapuan sumberdaya dalam
menghadapi ancaman atau bahaya
Bencan menurut UU No.24 tahun 2007 dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga) jenis bencana yaitu, bencana alam, bencana non
alam dan bencana sosial. Yang dimaksut bencana alam yaitu
bencana yang tidak ada campur tanganya manusia seperti gempa,
tsunami, gunung meleus, kekeringan, angin topan, tanah logsor dil.
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Sedangkan bencana non alam adanya campur tangan manusi a seperti

gagal teknologi, kebakaran hutan, wabah penyakit dll. Untuk

bencana sosia bencan yang murni karena manusia sendiri seprti

konflik antar kelompok atau antara komonitas masyarakat, teror dll.
Mangjemen Risiko Bencana Menurut Syarief dan Kondoatie

mengutip Carter (Paidi, 2012) Mangjemen Risiko Bencana adalah

pengelolaan bencana sebagal suatu ilmu  pengetahuan terapan

(aplikatif) yang mencari, dengan melakukan observasi secara

sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-

tindakan (measures), terkait dengan pencegahan (preventif),
pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat dan pemulihan.

M angjemen dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting

bagi Mangemen puncak yang meliputi perencanaan (planning),

pengorganisasian  (organizing), kepemimpinan  (directing),
pengorganisasian (coordinating) dan pengendalian (controlling).

Tujuan dari Mangjemen Risiko Bencana di antaranya:

1 Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi
maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat
dan negara.

Mengurangi penderitaan korban bencana.

Mempercepat pemulihan.

Memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat

yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Sedangkan menurut agus rahmat (Paidi, 2012) Mangemen
resiko bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek
perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat, dan
sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagal siklus Mangemen
Risiko Bencana yang bertujuan antaralain:

1. Mencegah kehilangan jiwa seseorang

2. Mengurangi penderitaan manusia.

3. Memberikan informas kepada masyarakat dan juga kepada
pihak yang berwenang mengenai risiko. Mengurangi kerusakan
insfrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber
ekonomislainnya

o

7.1. Model M anajemen Bencana

Bencana adalah hasil dari munculnya kejadian luar biasa
(hazard) pada komunitas yang rentan (vulnerable) sehingga
masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai implikasi dari kejadian
luar biasa tersebut. Mangemen bencana pada dasarnya berupaya

untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan
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mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasi

kerentanan (Purnama, 2017) Terdapat lima model mangemen

bencana yaitu:

- Disaster management continuum model. Model ini mungkin
merupakan model yang paling popular karenaterdiri dari tahap-
tahap yang jelas sehingga lebih mudah diimplementasikan.
Tahap-tahap mangjemen bencana di dalam model ini meliputi
emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation,
preparedness, dan early warning.

Pre-during-post disaster model. Model manajemen bencanaini
membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-
kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama
bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini seringkali
digabungkan dengan disaster management continuum mode!.
Contract-expand model. Model ini berasumsi bahwa
seluruh tahap-tahap yang ada pada mangemen bencana
(emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation,
preparedness, dan early warning) semestinya tetap
dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada
kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana
tahap tertentu lebih dikembangkan (emergency dan relief).
Sementara tahap yang lain  seperti  rehabilitation,
reconstruction, dan mitigation kurang ditekankan.
The crunch and release model. Mangemen bencana ini
menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatas
bencana. Bila masyarakat tidak rentan maka bencana akan juga
kecil kemungkinannyaterjadi meski hazard tetap terjadi.
Disaster risk reduction framework. Model ini menekankan
upaya manajemen bencana padaidentifikasi risiko bencanabaik
dalam bentuk kerentanan maupun hazard dan mengembangkan
kapasitas untuk mengurangi risiko tersebui.

Terkait dengan mangemen penanggulangan bencana,
maka UU No. 24 tahun 2007 menyatakan “Penyelenggaraan
penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan Pencegahan bencana, tanggap
darurat, dan rehabilitasi”. Rumusan penanggulangan bencana
dari UU tersebut mengandung dua pengertian dasar yaitu:
Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus.
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Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan
pembangunan yang didasari riskko bencana dan diikuti tahap
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

7.2. Tindakan Penanggulangan Bencana
Mangemen bencana Secara garis besar meliputi tahap -
tahap sebagai berikut (Susanto);

a Sebelum bencana terjadi, meliputi langkah - langkah
pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan kewaspadaan.

b. Padawaktu bencana sedang atau masih terjadi, meliputi langkah
— langkah peringatan dini, penyelamatan, pengungsian dan
pencarian korban.

c. Sesudah terjadinya bencana, meliputi langkah penyantunan dan
pelayanan, konsolidasi, rehabilitasi, pelayanan lanjut,
penyembuhan, rekonstruksi dan pemukiman kembali penduduk.

Pilihan tindakan yang dimaksud di sini adalah berbagai
upaya penanggulangan yang akan dilakukan berdasarkan perkiraan
ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan dampak yang
ditimbulkan. Secara lebih rinci pilihan tindakan tersebut dapat
diuraikan sebagai Berikut (Nugraha, 2016):

‘ Tanggap
~¥E

Pencegahan

o i
i 3
r

Gambar 4. Siklus Tindakan Penanggulangan Bencana
Sumber: BPS, 2019
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7.3. Pencegahan dan Mitigas

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigas

yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana
serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tindakan
mitigas dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua)
bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Tindakan pencegahan
yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah (Maarif,
2008):

ol N =)

[S—

Penyusunan peraturan perundang-undangan
Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masal ah.
Pembuatan pedoman/standar/prosedur
Pembuatan brosur/leaflet/poster
Penelitian / pengkajian karakteristik bencana
Pengkajian / analisis risiko bencana
Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan
Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana
Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum
Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan  pembangunan
Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi
aktif antaralain:
Pembuatan dan penempatan tandatanda peringatan,
bahaya,larangan memasuki daerah rawan bencana dsb.
Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai  peraturan
tentangvpenataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan
peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke
daerah yang lebih aman.
Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur
evakuas jikaterjadi bencana.
Pembuatan bangunan struktur yang berfungs untuk mencegah,
mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh
bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan
tahan gempa dan sgjenisnya.

Adakalanya kegiatan mitigas ini digolongkan menjadi

mitigasi yang bersifat non-struktural (berupa peraturan, penyuluhan,
pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan
prasarana).
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1. Kesiagpsiagaan

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi  kemungkinan
terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta
benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat.

Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai
teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antaralain:

a Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur
pendukungnya.

b. Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor
Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana
dan pekerjaan umum).

c. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan

d. Penyiapan dukungan dan mobilisas sumberdaya/l ogistik.

e Penyigpan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan
terpadu guna mendukung tugas kebencanaan.

f.  Penyigpan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini
(early warning)

g Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan)

h. Mobilisas sumber daya (personil dan prasarana/sarana
peraatan)

Tanggap Darurat
Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau
pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa
bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat meliputi:
I. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,
kerugian, dan sumber daya;
penentuan status keadaan darurat bencana;

-

k. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
l.  pemenuhan kebutuhan dasar;

m. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

n.  pemulihan dengan segera prasarana dan saranavital.
2. Pemulihan

Tahap pemulihan meliputi  tahap rehabilitass dan
rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitas adalah
untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang
serba tidak menentu ke kondis normal yang lebih bak, agar
kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.
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K egiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

Perbaikan lingkungan daerah bencana;

Perbaikan prasarana dan sarana umum;

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

Pemulihan sosia psikologis;

Pelayanan kesehatan;

Rekonsiliasi dan resolusi konflik;

Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;

Pemulihan keamanan dan ketertiban;

Pemulihan fungsi pemerintahan; dan

Pemulihan fungsi pelayanan publik
Sedangkan tahap rekonstruksi merupakan tahap untuk

membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat

bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu

pembangunannya harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang

didahului oleh pengkagjian dari berbagai ahli dan sektor terkait.

a. pembangunan kembali prasarana dan sarang;

b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

d. penergpan rancang bangun yang tepat dan penggunaanperal atan
yang lebih baik dan tahan bencang;

e. partisipas danperan  serta lembaga dan organisas
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

g. peningkatan fungs pelayanan publik; atau

h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

= (= B J o B @ I @ B )

7.4. Kebijakan M anajemen Bencana
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan mangemen

bencana mengalami beberapa perubahan kecenderungan. Beberapa
kecenderungan yang perlu diperhatikan adalah (Purnama, 2017) ::
Konteks politik yang semakin mendorong kebijakan
manajemen bencana menjadi tanggung jawab legal.
Penekanan yang semakin besar pada peningkatan ketahanan
masyarakat atau pengurangan kerentanan.
Solusi mangemen bencana ditekankan pada
pengorgani sasian masyarakat dan proses pembangunan.
Dalam penetapan sebuah kebijakan manajemen bencana,
proses yang pada umumnya terjadi terdiri dari beberapa tahap, yaitu
penetapan agenda, pengambilan keputusan, formulasi kebijakan,
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implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Di dalam kasus
Indonesia, Pemerintah Pusat saat ini berada pada tahap formulasi
kebijakan (proses penyusunan bebergpa Peraturan Pemerintah
sedang berlangsung) dan implementasi kebijakan (BNPB telah
dibentuk dan sedang mendorong proses pembentukan BPBD di
daerah). Sementara Pemerintah Daerah sedang berada pada tahap
penetapan agenda dan pengambilan keputusan. Beberapa daerah
yang mengalami bencana besar sudah melangkah lebih jauh pada
tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan (Nugraha,
2013):

Kebijakan mangemen bencana yang idea selain harus
dikembangkan melalui proses yang benar, juga perlu secara jelas
menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.

Alokasi sumberdaya yang tepat antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, serta antara berbagai fungsi yang terkait. Perubahan
peraturan dan kelembagaan yang jelas dan tegas

Mekanisme kerja dan pengaturan antara berbagai portofolio
lembaga yang terkait dengan bencana.

Sistem kelembagaan penanggulangan bencana yang
dikembangkan di Indonesia dan menjadi salah satu fokus studi
bersifat kontekstual. Di daerah terdapat beberapa lembaga dan
mekanisme yang sebelumnya sudah ada dan berjalan. Kebijakan
kelembagaan yang didesain dari Pemerintah Pusat akan berinteraksi
dengan lembaga dan mekanisme yang ada serta secara khusus
dengan orang-orang yang selama ini terlibat di daam kegiatan
penanggulangan bencana.

Mangjemen Bencana merupakan sebuah siklus persiapan yang
harus di perhatikan yaitu sebelu terjadinya bencana, waktu terjadi
bencana, setelah terjadinya bencana. Ha ini bukan hanya jadi
tanggung jawab pemerintah sga tetapi juga merupakan tanggung
jawab masyarakat dan swasta.

74



BAB VIlII
INDEKS KUALITASLINGKUNGAN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah
dikembangkan sgjak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja
pengelolaan lingkungan hidup secara nasona dan menjadi acuan
bersama bagi semua pihak daam mengukur kinerja perlindungan dan
pengeolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga
komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kuditas Udara
(IKU); dan Indeks Kudlitas Tutupan Lahan (IKTL).

IKLH sebaga indikator pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI.
IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan
kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai
bahan informasi ddam mendukung proses pengambilan kebijakan
yang berkaitan dengan perlindungan dan pengd olaan lingkungan hidup
(IKLH, 2017)

Nila IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan
hidup secara nasiond, yang merupakan generdisas dari indeks kualitas
lingkungan hidup seluruh proving di Indonesia. Kriteria yang digunakan
untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur
berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Totd Fosfat, Fecal
Coali, dan Total Coliform;(2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan
parameter-parameter . SO2 dan NO2; dan (3) Kudlitas tutupan lahan
yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetes
(IKLH, 2017)

Tabel 8. Kriteria Dan Indikator IKLH

NO |INDIKATOR PARAMETER BOBOT
1 |Kualitasair sungai TSS 30%
DO
BOD
COD

Total fosfat
Total
colform

2 |Kualitasudara SO2 30%

NO2
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3 [Kualitastutupan |Luastutupan lahan 40%
hutan dan dinamika
vegetasi

Sumber: Indeks kualitas lingkungan hidup ,KLH, 2019

8.1.Kualitas Lingkungan Hidup Nasional dan Provinsi

Secara konseptual, pertama, nilai Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) bersifat komparatif, artinya nila satu proving relatif
terhadap provins lainnya. Kedua, masing-masing provinsi memberi
kontribusi terhadap nasional secara proporsional berdasarkan jumlah
penduduk dan luas wilayahnya terhadap total penduduk dan luas
wilayah Indonesia. Dalam perspektif IKLH, nilai indeks ini bukan
semata-mata peringkat, juga merupakan indikas upaya untuk perbaikan
kualitas lingkungan hidup di tingkat proving dan nasiona (IKLH, 2017).

Unit andiss terkecil dalam IKLH Nasiona adaah Proving.
Daam konteks ini parapihak di tingkat proving terutama pemerintah
proving dapat menjadikan IKLH sebagai titik referens untuk menuju
angkaideal yaitu 100. Semakin rendah dari nilai 100, semakin besar
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus
dilakukan. Bila IKLH provins berada di bawah Nasiona (atau lebih
kecil), berarti provinsi bersangkutan harus berupaya mengaksel erasi
dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya.

Pada Tabd 7.1 terlihat Indeks Kuditas Lingkungan Hidup (IKLH)
Nasond tahun 2017 (66,46) menunjukkan kenaikan sebesar 0,73
dibanding dengan IKLH Nasiona tahun 2016 (65,73). Nilai IKU
nasional naik sebesar 5,42 dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu
dari 81,61 menjadi 87,03. Nilai IKA nasional turun sebesar 1,70
dibandingkan tahun 2016, yaitu dari 60,34 menjadi 58,68. Nilal IKTL
nasiond jugaturun sebesar 0,95 dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu
dari 57,83 menjadi 56,88.

Peningkatan nila IKLH Nasiond terjadi karena kontribus yang
besar dari IKU. Persentase kenaikan IKU terhadap kenaikan IKLH
adalah sebesar 221,1%, sedangkan persentase penurunan IKA dan
IKTL terhadap kenaikan nilai IKLH masing-masing sebesar 69,5%
dan 51,6%.
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Tabel 9. IKLH Nasional Tahun 2016 dan 2017

Tahun IKU IKUA IKTL56,88 |IKLH
2016 81,61 60,38 57,83 65,73
2017 87,03 58,68 56,88 66,46

Perubahan 5,42 -1,70 -0,95 0,73

Sumber : IKLH, 2017.

Pada Tabd berikut ditunjukkan rincian IKA, IKU, IKTL dan
IKLH per Provins. Nila IKU Provins berkisar antara 53,50 (DKI
Jakarta) - 96,00 (Mauku Utara), dengan nila IKU Nasiona sebesar
87,03. IKA Proving berkisar antara 20,19 (DI Y ogyakarta) - 82,50 (Papua
Bara) dengan nila IKA Nasional sebesar 58,68. IKTL Provins
berkisar antara 33,32 (DKI Jakarta) - 80,63 (Papua Barat) dengan
nila IKTL Nasiona sebesar 56,88. IKLH Provins berkisar antara
35,78 (DKI Jakarta) - 85,69 (Papua Barat) dengan nilai IKLH Nasond
sebesar56,46.

Secara keseluruhan dari tigaindikator IKLH, yaitu IKU, IKA
dan IKTL, nampak bahwatidak semua indikator memiliki tren yang
sama pada setiap provinsi. Pada tahun 2017 terdapat dua provinsi
yang mengalami tren penurunan pada semua indikator, yaitu Jawa
Barat dan DKI Jakarta. Sementara itu pada tahun 2016, terdapat
sembilan provinsi yang mengalami penurunan pada semua indikator
IKLH. Sembilan provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara,
Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Bengkulu, Jawa
Tengah, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara (IKLH, 2017).

Pada tahun 2017, lima provinsi mengalami kenaikan pada
semua indikator IKLH, yaitu Provins Riau, Aceh, Kaimantan
Selatan, Sulawes Selatan dan Papua Barat. Sementara tahun
sebelumnya, terdapat satu provinsi yaitu Banten yang mengalami
kenaikan pada semuaindikator IKLH.
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Tabd 10. Hasl Penghitungan KA, IKU, IKTL DAN IKLH Tahun
2017

Mo Provemsi 1L 1A 1Tl IKLH
1 AoEn 53 54 20,00 0BT 77.n
2 Lumaters Uisra 8 32 433 5014 G377
3| sumaters Barat ma | s4sh 5458 616
Z Hizu @.an 6523 5851 G G4
5 Jamand 59,34 57 .50 523 i O
& | Sumatens Selatan a4 a8 LLF An(H 5018
7 Bangioda .58 511 ahLs 70,18
H Li"l'-thIE H5 02 hh.5h 2347 L9772
g Bangica Seldung a8 97 7250 42001 6T BS
10 | Eepidauan Hiaa o5 47 55 67 L824 7034
11 |06 lakarta 53,50 7123 EEET] 3578
12 | Janvs Barat 77 .85 29 [ 4550 L0206
13 Ji'-ua'lt"'Eiﬂ g3 .91 a5 23 <438 5B.15
1= D1 Yo s = 21,19 233 400
15 | Jasa Tmenr 55,89 37 8 5171 5T 46
16 | HBanten 75,35 35,4 anad 5158
17 Hal q91.21 4.5 #4711 1001
18 | Husa Tengzara Sarat B8 02 X 25 G1rr LG 00
19 | Musa Tenggara Timar 91,18 9 63 L5 £192
A | Katimantan Sarat B3.12 - 4] SH5H FaLT
71 | Ealmantan Tengzh 032 235 5272 A7
22 Kaimmantan Selatan B9 L2 1357 5151 G938
13 | Esbmantan: Timur a7 Fiz3 Gr4H T5.55
2 | Katimartan Ltara gL g3 1295 FEa7 B187
25 | Sulanesess Litara 5L 42 L7 LT TOE]
76 | Sulwesss) Seiatan B 55 71 562 50 40 7324
IT ) Subzweesi Tengah a4 Lh Ls G037 G035
28 | Sulbresrsi Tenggars 91,04 A7 G037 0BG
X | Gomntain 9z 4 1.1 h155 &7 45
30 | sulvwess Barat sias | 7ags 5217 7447
31 [ #aiaky B 5 71,23 THLE 75,12
32 | Maluky Ltara 45 (K 63 54 LA 7455
33 | Fapua Basat 25 63 a7 50 Bk A5 G4
= | Fanua =.m a3 TH18 anar

IKLH HASIONAL K73 SEGE 5684 i L6

Sumber:IKLH 2017
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Terdapat 27 provinsg yang pada tahun 2017 memiliki
kecenderungan kenaikan pada 1-2 indikator dan penurunan pada 1-
2 indikator. Sementara tahun sebelumnya, 2016, terdapat 23 provinsi
yang memiliki dinamika kenaikan pada 1-2 indikator dan penurunan
pada 1-2 indikator.

Tabel 10 menunjukkan bahwa kenaikan IKLH 2017 sebagian
besar berasal dari kontribusi Provins Riau (54,44%), Kalimantan
Selatan (25,30%), Sumatera Barat (23,44%), dan Sumater Utara
(21,07%). Aceh, Sulawes Selatan, dan Papua barat, meskipun
mengalami kenaikan pada semua komponen IKLH, namun tidak
berada pada posisi kontributor peningkatan IKLH teratas karena
jumlah penigkatannya relatif kecil apabila dibandingkan dengan
kontributor peningkatan IKLH teratas.

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai IKA dan IKTL
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal
ini menunjukkan pengelolaan lingkungan di Indonesia sedang
mengalami tekanan yang lebih besar dari pemanfaatan sumber daya
lingkungan dibandingkan dengan upaya perbaikan kualitas
lingkungan hidup. Namun demikian, upaya pengelolaan lingkungan
kualitas udara menunjukkan peningkatan dengan ditandainya
adanya peningkatan yang signifikan nila IKU. Sedain itu,
peningkatan nila IKU juga menunjukkan berkurangnya
pemanfaatan sarana yang menggunakan teknologi yang kurang
ramah lingkungan dan beralih pada teknologi yang lebih ramah
lingkungan.

Tabel 11. Peringkat Nilai IKLH Secara Nasional Tahun 2017

Ty Prod kot mizaran kil 1KLH Jusrri b Prowinest
1 Lang=T ek IHIH > Ml I
2 | EBaik T |KLH =8O 13
3 | Cukup B0k 60 = [KLH =70 1%
4 Hhirang Hats S = IKIH <D v
L] Sangsl Kurang Baik A0 = IKLH =50 1
6 [ Wasodda 30 = IKLH =40 1

Sumber: Indeks kualitas lingkungan hidup ,KLH, 2017

Pengklasifikasian peringkat sebagaimana yang tercantum

pada Tabel 7.4 di atas didasarkan pada sebaran nilai IKLH pada

34 proving. Klasifikas ini bersifat dinamis sesuai dengan sebaran
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nila IKLH dari masing-masing provinsi. Berdasarkan peringkat
nilai IKLH Tahun 2017, IKLH Nasional Tahun 2017 berada pada
predikat Cukup Baik. Terdapat 3 provins dengan nilai IKLH
predikat Sangat Baik, 13 provinsi dengan predikat Baik dan 10
provins dengan predikat Cukup Baik. Hanya satu provinsi dengan
predikat Sangat Kurang Baik yaitu dan satu provins pada status
Waspada yaitu DK Jakarta (IKLH, 2017).

Setiap provins memberi kontribusi terhadap nilai nasional
secara proporsiona berdasarkan jumlah penduduk dan luas
wilayahnya terhadap total penduduk dan luas wilayah Indonesia.
Persentase kontribusi terbesar kepadanilai nasional adalah dari Jawa
Barat (10,1%), Papua (9,0%), Jawa Timur (8,8%), dan Jawa Tengah
(7,4%). Sementara yang terendah (kontribusi kurang dari 1%)
adalah Gorontalo, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Bangka
Belitung, D.I. Yogyakarta, Sulawes Utara, dan Bengkulu. Namun
demikian, peningkatan nilai IKLH Nasiona tahun 2017 lebih
banyak dipengaruhi oleh provinsi- provins dengan persentase
kontribus menengah Nila KU, IKA, IKTL dan IKLH setiap
provinsi.

8.2.Strategi Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Tabel 7.2 strategi peningkatan IKLH Nasional
pada tahun mendatang perlu difokuskan pada hal-ha sebagai
berikut:

1. Perbaikan Kualitas Tutupan Lahan dan
2. Perbaikan Kualitas Air.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada Tabe 7,
strategi  peningkatan IKLH tahun-tahun mendatang perlu
diarahkan pada empat provins sebagal berikut.

1. Provinsi Banten,

2. Provinsi Jawa Barat,

3. Provinsi Jawa Timur dan

4. Provinsi Kalimantan Tengah.

Peningkatan indeks kualitas lingkungan pada empat provinsi
tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
IKLH Nasiona. Indikator lingkungan hidup yang harus diperbaiki
di empat provins tersebut diutamakan Kualitas Air Dari segi
kualitas tutupan lahan, empat provinsi berikut perlu didorong
perbaikannya agar IKLH provinsi dan Nasional meningkat :
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1. Provinsi Jawa Tengah
2. Provinsi Jawa Timur
3. Provins Sulawes Tengah
4. Provinsi Kalimantan Timur
Dari segi kualitas udara, tiga provins berikut perlu
didorong perbaikannya agar IKLH provins dan Nasional
meningkat :
1. Provins DK Jakarta
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Mauku
Penjelasan mengenal strategi termaksud diatas adalah sebagai
berikut:
1. Perbaikan Kualitas Air.
2. Perbaikan Kualitas Tutupan Lahan dan
Strategi peningkatan IKLH tahun tahun mendatang perlu
diarahkan pada Provins Banten, Jawa Timur dan Kalimantan
Tengah. Indikator lingkungan hidup yang harus diperbaiki adalah
kualitas air. Dari segi kualitas tutupan lahan, Provinsi Jawa Tengah,
Jawa Timur, Sulawes Tengah dan Kaimantan Timur perlu didorong
perbaikannya agar IKLH provinsi dan Nasional meningkat (IKLH,
2017).

8.3.Tren IKLH
IKLH Nasiona dari tahun 2011 hingga 2017 menunjukan
kecenderungan sebagal berikut:

3. IKU dan IKA Nasiona menunjukan nilai yang fluktuatif. Ini
berarti dalam enam tahun terakhir kualitas air dan kualitas udara
belum menunjukkan perubahan yang signifikan (tren kualitas
yang baik, tetap atau turun).

4. IKTL Nasiona menunjukkan keendurungan yang menurun
dengan lgju penurunan sebesar 0,55 per tahun. Ini berarti secara
nasional dalam enam tahun terakhir tutupan lahan mengalami
penurunan atau degradasi yang konstan.

5. IKLH Nasional menunjukkan nilai yang fluktuatif. Oleh karena
nilai IKLH merupakan nilai gabungan dari IKU, IKA dan IKTL
maka akan selalu mengikuti tren dari ketiganya.
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Gambar 8.1 Tren Nilai IKU, IKA, IKTL dan IKLH Nasional 2011-
2017

TREN MILAI BCLL A, IKTL & IKLH NASIONAL 20011 - 2017
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GLOSSARY

B

Bencana alam

adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antaralain berupa gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.

D

Deples

penyusutan yang terjadi pada sesuatu benda yang bersifat alami dan
tidak dapat diperbaharui.

Degradasi

proses di manakondisi lingkungan biofisik berubah akibat aktivitas
manusia terhadap suatu lahan. Perubahan kondisi lingkungan
tersebut cenderung merusak dan tidak diinginkan.

E

Ekonomi Hijau

Prinsip pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan degradasi
lingkungan dan deplesi sumber daya alam dalam perhitungan kinerja
pembangunan ekonomi.

Emis

gas buang adal ah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin
pembakaran dalam, mesin pembakaran luar, mesin jet yang
dikeluarkan melalui sistem

F

Foreign Direct | nvestment

investasi secara langsung oleh luar negeri. FDI merupakan bentuk
investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dari suatu negara
untuk menanamkan modalnya dengan jangka waktu yang panjang
kesebuah perusahaan di negaralain.
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K

keterbukaan ekonomi

total perdagangan (Ekspor + Impor) terhadap Gros Domestik Produk
(GDP). Dergat keterbukaan ekonomi yang merupakan rasio
perdagangan  terhadap GDP  ini sangat  mendorong
pertumbuhan ekonomi.

L

Lingkungan

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesgahteraan manusia serta
makhluk hidup lain

Limbah
buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri
maupun domestik (rumah tangga)

I

Indeks Kualitas Lingkungan

merupakan gambaran atau indikas awa yang memberikan
kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup
dan periode tertentu

Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup.
merupakan upaya BPS untuk mengukur
tingkat ketidakpedulian wilayah di Indonesia terhadap lingkungan
hidup.Sebaliknya, semakin rendah angka indeks berarti wilayah
tersebut semakin peduli terhadap lingkungan.

G

gobal warming

suatu proses meningkatnya suhu ratarata atmosfer, laut,
dan daratan Bumi.

S

Sumber daya alam

segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia
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P

Pembangunan berkelanjutan

proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang
berprinsip "memenuhi  kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi masa depan

PDB Hijau

total perdagangan (Ekspor + Impor) terhadap Gros Domestik Produk
(GDP). Dergat keterbukaan ekonomi yang merupakan rasio
perdagangan  terhadap  GDP  ini sangat  mendorong
pertumbuhan ekonomi.

Polusi

masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau
komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan
lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga
kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi
lagi sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982).

Pollution Haven Hypothesis

hipotesa tentang relokasi industri dari negara yang ketat
menerapkan peraturan/regulasi lingkungannyake  negara yang
lemah ddam menergpkan peraturan lingkungannya.

M

Mitigas bencana

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui
pembangunan fisk maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.
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